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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA)  

merupakan lembaga teknis daerah  yang mempunyai tugas pokok membantu 

Wali Kota Samarinda dalam menyelenggarakan dan melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di 

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. 

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah 

dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. 

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

yang selanjutnya disebut  Rencana Kerja  Perangkat Daerah (Renja–PD), 

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 

1 (satu) tahun.  

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam 

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan 

daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial 

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi 

sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD). 

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan  program 

kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan  program kegiatan 
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yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Tahun 2026 yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk 

evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui 

sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja 

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2026. 

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam 

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah 

daerah, maka  sejak awal tahapan  penyusunan hingga penetapan dokumen 

Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya 

sebagaimana tertuang dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

 

1.2   Landasan Hukum 

 Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 

2026 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan   

Pembangunan Nasional;  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;   

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022  tentang 

Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi penyempurnaan dasar hukum, 

penyesuaian wilayah, penegasan karakteristik, dan sinkronisasi 

peraturan perundang-undangan terkait;  
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6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PPPU) Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 mengatur tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Presiden  Nomor 111 Tahun  2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan; 

17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi 

Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;  

18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;  
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19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;  

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan di Daerah;  

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 

2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

Di Daerah; 

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Umum Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 

Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan RPJMD; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
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29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2023-2042; 

30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 

2024-2026. 

31. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021, tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042; 

34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda 

Tahun 2025-2045; 

35. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029; 

36. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021, tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,  Serta Tata Kerja 

Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Samarinda; 

37. Surat Edaran Wali Kota Samarinda  Nomor 000.7.2.4/0005/300.01 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; 

38. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor: 

75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak;  
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39. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM  Republik Indonesia, Dan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanganan Anak 

Berhadapan Dengan Hukum. 

- Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009 

- Nomor : 148 A/A/JA/2009 

- Nomor : B/45/XII/2009 

- Nomor :  M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009 

- Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009 

- Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 

 

1.3   Maksud dan tujuan 

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan 

dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, dan 

perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana 

Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Samarinda Tahun 2026. Sedangkan tujuan penyusunan 

Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah untuk memasukkan program dan 

kegiatan yang merupakan prioritas Perangkat Daerah dan hasil dari 

Musrenbang yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum 

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 

2026. 
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1.4  Sistematika Penulisan 

Adapun  sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Rencana 

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Samarinda  

adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak  

3.3 Program dan Kegiatan 
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BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat 

Daerah 

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Samarinda tahun 2025 dapat dilihat dengan membandingkan 

antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah 

ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam rencana 

strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2025, 

telah memenuhi target yang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Samarinda, hal ini dapat dilihat dari kinerja tahun 

anggaran 2025 secara garis besar sudah tercapai dari rencana target yang 

diharapkan.Tidak tercapainya target maksimal disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain sebagai berikut : 

1. Adanya penghematan dan efisiensi dana kegiatan; 

2. Terdapat beberapa program/kegiatan yang masih belum dapat 

dilaksanakan padahal sudah diproyeksikan akan tercapai pada 

pelaksanaan program pembangunan tahun 2025. 

Evaluasi pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Tahun 

2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Samarinda diprediksi permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan 

Pelaksanaan PPRG; 

2. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan; 
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3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak; 

4. Masih rendahnya peran ibu dalam pendidikan. 

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra  

Perangkat Daerah yaitu : 

1. Masih dimungkinkan tinggi kasus kekerasan perempuan dan anak; 

2. Masih dimungkinkan penurunan perkawinan usia anak; 

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan kasus 

kekerasan perempuan dan anak; 

4. Meningkatnya layanan pencegahan, penanganan dan rujukan dalam 

kasus kekerasan perempuan dan anak; 

5. Meningkatnya peran serta Perangkat Daerah dalam melaksanakan 

Implementasi PUG melalui PPRG dan digunakan dalam mengambil 

kebijakan; 

6. Masih dimungkinkan naiknya peringkat Kota Layak Anak (KLA) dan 

Anugerah Parahita Ekapraya (APE). 

 

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil 

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah : 

1. Melakukan advokasi untuk menambah anggaran pemenuhan sarana 

prasarana yang mendukung Kota Layak Anak; 

2. Melaksanakan inovasi percepatan implementasi PUG yaitu GESIT 

(Gender Budget Analysis With Simple Think); 

3. Membuat regulasi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, 

Instruksi Walikota dan Surat Edaran Wali Kota yang mengatur tentang 
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pelaporan, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada 

perempuan dan anak Kota Samarinda dengan sasaran tempat kerja, 

rumah tangga dan fasilitas umum; 

4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas, 

UPTD PPA dan Puspaga agar dapat melaksanakan pelayanan yang 

standar, profesional dan komprehensif dalam rangka mendukung 

pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 

5. Melaksanakan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, 

sosial, politik dan hukum agar dapat berdepan aktif dalam pembangunan; 

6. Melakukan kerjasama dan memperluas jejaring dengan OPD, instansi 

vertikal, Organisasi masyarakat, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan 

Media Massa dalam rangka mendukung kegiatan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 

7. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan orkestrasi dalam 

mengintegrasikan kegiatan dan program pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak dengan OPD, instansi vertikal, Organisasi 

masyarakat, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa untuk 

mewujudkan Samarinda Menuju Kota Layak Anak, Samarinda Ramah 

Perempuan dan Ramah Anak, serta Samarinda Sebagai Pusat Kota 

Peradaban. 
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

1.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 11,5% - - - - 10,5%

2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Perempuan

50,05% - - - - 49,71%

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender 

(PUG) pada Lembaga Pemerintah 

Kewenangan Kabupaten/Kota pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG 51 PD 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 3 Dokumen 100%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) 

Kewenangan Kabupaten/Kota

3 Laporan - 3 Dokumen 3 Dokumen - 3 Dokumen 3 Dokumen 100%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota

Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG

150 Orang 150 Orang 100%

Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG 

kewenangan Kab/Kota

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan 

penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota

150 Orang 150 Orang 100%

Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan 

PUG kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah pemangku kepentingan tingkat  

kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan 

sosialisasi (lembaga pemerintah dan non 

pemerintah)

40 Lembaga 10 PD 40 PD 40 PD 100%

Tabel 2.1 (T-C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 

Kota Samarinda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER 

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, 

Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada 

Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen,

Perempuan sebagai tenaga Managerial dan 

Sumbangan Perempuan dalam

Pendapatan Kerja

250 orang 25 Organisasi 250 orang 250 orang 100% 50 Orang 50 Orang 100%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Peningkatan Partisipasi Perempuan dan 

Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat 

Advokasi dan Pendampingan Kebijakan 

Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang 

Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

40 Lembaga 25 Organisasi 25 Organisasi 100% 2 Organisasi 2 Organisasi 100%

Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia 

usaha/ media  yg diadvokasi dan didampingi 

dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan 

di  bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

40 Lembaga 25 Organisasi 25 Organisasi 100% 30 Organisasi 30 Organisasi 100%

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan 2 Layanan 2 Layanan 100%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

kepada Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan 

Pendampingan

1 Lembaga 1 Lembaga 100%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan 

Kapasitas

150 Orang 150 Orang 100%

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan 

di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 

Kewenangan Kabupaten/Kota

jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan 

yang mendapatkan sosialisasi tentang 

pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, 

sosial, ekonomi

200 orang - - - -

Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan 

perempuan di bidang politik, atau hukum, atau 

sosial, dan atau ekonomi Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan 

potensial, perempuan penyintas kekerasan dan 

atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau 

pelatihan

100 orang - - - -

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan korban kekerasan dan 

TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif

91,11% 84,21% 51,96%

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan 

lingkup daerah kabupaten/kota

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 

lingkup daerah kabupaten/kota

90 kasus - 120 Kasus 90 Kasus 75% 80 Kasus 223 Kasus

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan 

Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

3 Dokumen 3 Dokumen 100%

Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam 

pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 

jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi 

pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota

2 laporan - - - -

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Layanan Perlindungan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat 

Advokasi dan Pendampingan Layanan 

Perlindungan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

2 Perangkat 

Daerah

2 Perangkat 

Daerah

100%

Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan 

TPPO kepada pengambil kebijakan dan 

pemangku kepentingan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku 

kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan 

sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, 

masyarakat, serta Kab/Kota

3 Lembaga - - - -

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan

Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan

3 Lembaga 50 orang 1 laporan 1 laporan 100%

Pendampingan penguatan dan pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 

Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan 

Perempuan yang mendapat pendampingan

60 Orang - - - -

Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia 

Layanan Perlindungan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan yang mendapatkan 

Bimtek

70 Orang - - - -

Penguatan kerjasama Antar Lembaga 

Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan

1 Dokumen - - - -

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan yang 

Memerlukan Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota							

Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan 

menerima rujukan

70 Orang 45 orang 70 kasus 0.034 Persen 0.034 Persen 100%

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat

Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan

Pengaduan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat 

bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan 

Pengaduan

200 Orang 119 Orang 59,5%

Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang 

mendapatkan Layanan  Pengaduan atau 

Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota

84 Orang - - - -

Layanan pendampingan korban bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang 

mendapatkan pendampingan korban Tingkat   

Kabupaten/Kota

84 Orang - - - -

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan 

Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan

- 2 Lembaga 2 Lembaga 100%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana 

Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

- 3 Dokumen 3 Dokumen 100%

Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi 

Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi 

Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan 

Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik

- 31 Orang 31 Orang 100%

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia 

Layanan Perlindungan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar 

Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1 Dokumen 1 Dokumen 100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 

KELUARGA

Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang 

berperspektif gender dan hak anak sesuai standar

5 Layanan - - - - 5 Layanan 5 Layanan 100%

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak 

Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah 

kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

Kualitas Keluarga yang terstandarisasi

8 lembaga - - - - 2 Lembaga 2 Lembaga 100%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan 

Pendampingan

- 1 lembaga 1 lembaga 100%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat 

Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

- 5 Orang 5 Orang 100%

Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga yang mendapatkan 

pendampingan

3 Lembaga - - - -

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam 

mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah 

kerjanya dalam daerah kabupaten/kota

Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga

dalam mewujudkan KG dan Hak Anak

350 Keluarga - - - - 5 Layanan 5 Layanan 100%

Pelaksanaan Penyediaan Layanan 

Komprehensif bagi Keluarga dalam 

Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang 

Wilayah Kerjanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga 

dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan 

Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia

- 5 Layanan 5 Layanan 100%

layanan konsultasi dan konseling keluarga 

dalam Mewujudkan KG dan PA 

LingkupKabupaten/Kota 

Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan 

konsultasi dan konseling Lingkup  Kabupaten/Kota

350 orang - - - - - - -

Layanan bimbingan masyarakat keluarga 

dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup 

Kabupaten/Kota 

Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan 

bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota

50 orang - - - - - - -

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA 

GENDER DAN ANAK 

Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam 

Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan 

Kebijakan

67% - - - - 42%

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan 

Penyajian Data Gender dan Anak Dalam 

Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kota

Jumlah dokumen data gender dan anak 

kabupaten/kota yang tersedia

2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyediaan Data Gender dan Anak di 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak 

Kabupaten/Kota yang Tersedia

- 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data 

Gender dan Anak Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen data Gender dan Anak 

Kabupaten/Kota yang Tersedia

2 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% - - -

Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas 

Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan 

Anak

Jumlah stakeholder yang di advokasi dan 

berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan 

anak

4 Lembaga - - - - - - -

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 64 - - - - 63 68,27 108,3%

Pelembagaan PHA pada Lembaga 

Pemerintah,  Non Pemerintah, dan dunia 

usaha kewenangan kabupaten/kota

Dokumen KLA 7 Dokumen 30 organisasi 7 dokumen 7 dokumen 100% 7 Dokumen 7 Dokumen 100%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia 

Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi 

Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak 

Anak pada Organisasi Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

- 40 Organisasi 40 Organisasi 100%

Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan 

Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media 

dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah pemangku kepentingan tingkat  

kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan 

sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan 

Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

4 Lembaga - - - - - - -

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan 

Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

- 7 Dokumen 7 Dokumen 100%

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan 

Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia 

Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan 

bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak 

Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media dan Dunia Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

150 Orang - - - - - - -

Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan 

Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media 

dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan 

pendampingan Pelaksanaan Kebijakan 

Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, 

Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota

4 Lembaga - - - - - - -

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 

Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak 

pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media dan Dunia Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi 

Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak 

pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media dan Dunia Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

7 Laporan - - - - - - -

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak

25 Lembaga 110 orang 1 laporan 1 laporan 100% 20 Lembaga 20 Lembaga 100

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1 Dokumen 1 Dokumen 100

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan 

Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi 

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1 Dokumen 1 Dokumen 100

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar 

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1 Dokumen 1 Dokumen 100

Advokasi dan sosialisasi penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak  tingkat provinsi yang 

mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga 

pemerintah dan non pemerintah)

4 Lembaga - - - - - - -

Pendampingan penguatan dan pengembangan 

lembaga penyedia layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang mendapatkan pendampingan

4 Lembaga - - - - - - -

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

1.	Persentase anak memerlukan perlindungan 

khusus yang mendapatkan layanan 

komprehensif

89,47 - - - - 88,24

2.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 82,53 - - - - 81,16

Pencegahan kekerasan terhadap anak yang 

melibatkan para pihak lingkup daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak lingkup

Daerah Kabupaten/Kota

115 Kasus 3 dokumen 125 kasus 126 kasus 100.08% 120 kasus 180 kasus 150%

Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah 

untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, 

kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak 

Anak, dan DRPPA

Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu - 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100%

Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA 

kepada pengambil kebijakan dan pemangku 

kepentingan kewenangan Kab/Kota

Jumlah Pengambil kebiijakan dan Pemangku 

Kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan 

sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota

4 Kegiatan - - - - - - -

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan bagi Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan 

Pelatihan

2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 100%

Peningkatan kapasitas SDM lembaga 

penyedia layanan perlindungan dan 

penanganan bagi AMPK tingkat daerah 

kabupaten/

Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan 

mendapatkan sertifikat Perlindungan dan 

Penanganan AMPK

- 80 orang 80 orang 100%

Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia 

layanan bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak 

yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek

80 Orang - - - - - - -

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyediaan Layanan bagi Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus yang 

Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan 80 Anak 1,60% 0,9979% 62,37%

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat 

bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 

pengaduan

- 85 Orang 219 Orang 257,65%

Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan - 7 Layanan 7 Layanan 100%

Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi 

Anak Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Anak Korban Kekerasan yang 

mendapatkan Layanan  Pengaduan atau 

Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota

80 Orang - - - - - - -

layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi 

Anak Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Anak Korban Kekerasan yang 

mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan 

korban Tingkat  Kabupaten/Kota

150 Orang - - - - - - -

1.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

78 72 73 76 104,10% 77 76 99%

2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 93 79 90 91,15 101,28% 92 90.28 98%

Perencanaan,  Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100% - - - - 17 Dokumen 17 Dokumen 100%

Persentase dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah yang disusun sesuai SOP

- 100%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

 Perangkat Daerah

5 dokumen 5 Dok 7 Dokumen 7 Dokumen 100 6 Dokumen 6 Dokumen 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

Koordinasi   dan   Penyusunan   Laporan   

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 laporan 1 Dok 14 laporan 14 laporan 100 4 laporan 4 laporan 100%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

 Perangkat Daerah

1 laporan - 4 Laporan 4 Laporan 100 4 Laporan 4 Laporan 100%

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 

Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu 

dalam Rangka Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah 

Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam 

Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2 Berita acara - - - - 1 

Berita acara

1 

Berita acara

100%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan 100% - - - - 12 Laporan 12 Laporan 100%

Persentase laporan keuangan perangkat daerah 

yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu

100% - - - - 100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan 

ASN

40 Orang/bulan 38 Org 40 

Orang/bulan

40 

Orang/bulan

100 36 

Orang/bulan

36 Orang/bulan 100%

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

14 Dokumen 14 Org 14 Dokumen 14 Dokumen 100 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi  Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

5 Laporan 13 Dok 2 Laporan 2 Laporan 100 5 Laporan 5 Laporan 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai - 44 Orang 55 Orang 125%

Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang 

Mendapat Pelayanan Kepegawaian

100% - - - - 100%

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

10 Orang - - - - - - -

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan 

perundang-undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5 orang - - - - 8 Orang 8 Orang 100%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

laporan rencana kebutuhan barang - 1 Laporan 1 Laporan 100%

Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang 100% - - - - 100%

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

2 Unit 1 Unit 1 Unit 100%

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan

- 1 Unit 1 Unit 100%

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 unit - 4 unit 4 unit 100 3 unit 3 unit 100%

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan

1 unit 1 Unit 1 Unit 100%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

2 unit - - - - - - -

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan - 4 Laporan 4 Laporan 100%

Persentase kegiatan administrasi umum perangkat 

daerah yang terpenuhi

100% - - - - 100%

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi  Listrik / 

Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

3 paket 3 Paket 3 paket 3 paket 100 3 paket 3 paket 100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

2 paket 3 Paket 2 paket 2 paket 100 2 paket 2 paket 100%

 Penyediaan Bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

disediakan

5 paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 100 5 Paket 5 Paket 100%

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

4 paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100 4 Paket 4 Paket 100%

Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan 

Perundang Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang Disediakan

2 dokumen - - - - - - -

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 2 Laporan 100%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10 Laporan 19 Lap 10 Laporan 10 Laporan 100 10 Laporan 10 Laporan 100%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

- 2 Laporan 2 Laporan 100%

Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai 

SOP

100% - - - - 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

3 Laporan 12 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100 3 Laporan 3 Laporan 100%

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan

11 Laporan 12 Laporan 11 Laporan 11 Laporan 100 12 Laporan 12 Laporan 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025
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Target 2024 Realisasi 2024

Tingkat 

Realisasi 

(%)

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun 2025

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8-(7 /6) 9 10-(5+_7+9)* 11-(10/4)*

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Pemeliharaan - 4 Laporan 4 Laporan 100%

Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik

100% - - - - 100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

13 unit 13 unit 13 Unit 13 Unit 100 13 Unit 13 Unit 100%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

33 unit 13 unit 33 Unit 33 Unit 100 13 Unit 13 Unit 100%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara / Direhabilitasi

1 unit 2 unit 1 Unit 1 Unit 100 1 Unit 1 Unit 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome )Kegiatan / (output )

Target Kinerja 

Capaian Program 

Renstra PD tahun 

2026

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran s/d tahun 

2023

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan  tahun 2024
Target 

Program / 

kegiatan Renja 

PD tahun 2025

Perkiraan realisasi capaian 

target program/kegiatan 

Renstra PD s/d tahun  2025

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

2 unit 2 unit 2 Unit 2 Unit

NIP. 196707131991031013

2 Unit 2 Unit 100%

Samarinda,18 Februari 2026

Kepala Dinas

Dr. Ibnu Araby, MM.Pd

100
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Perencanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan keberlanjutan dari 

pelaksanaan Pelayanan tahun–tahun sebelumnya. sehingga dalam 

merumuskan arah kebijakan dan strategi Pembangunan ke depan tidak lepas 

dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. 

Dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan Renstra telah menghasikan berbagai 

kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai 

permasalahan pelayanan yang merupakan kesenjangan antara kinerja 

pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi 

permasalahan pelayanan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di 

daya gunakan secara optimal. Kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang 

tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. 

Sasaran program kegiatan tahun 2026 telah terlaksana dengan baik 

meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya. Analisis 

terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar 

Pelayanan Minimal (SPM). Untuk SPM ini Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Samarinda memiliki 2 (dua) acuan yaitu ; 

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan Terpadu bagi 

Perempuan dan Anak korban kekerasan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia 

Nomor 01 Tahun 2010. 
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2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan prioritas/ acuan 

yang diakukan untuk menyelesaikan suatu pelayanan melalui tahapan 

yang sudah ditetapkan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 masing-

masing bidang melaksanakan kegiatan, yaitu dengan melaksanakan 5 

Program, 12 Kegiatan  dan 19 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 

Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial 

dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan 

Kabupaten/Kota 

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang 

Politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan 

Kabupaten/Kota 
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PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG 

dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

1. layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan 

PA LingkupKabupaten/Kota 

 

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota 

1. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO Kepada 

Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

 

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 

Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Kegiatan  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
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Kegiatan  Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

 
Kegiatan  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

 

 

Kegiatan  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1. Penyediaan Jasa  Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

 



 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 

 
 

    
 
 

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 31 

Tahun 2026  

 

 

 

 

 

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD) 

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan 

Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

1. Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Perempuan Korban 

Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota. 

2. Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Tingkat Kabupaten/Kota. 

 

 

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

1. Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Anak Korban Kekerasan 

Tingkat kabupaten/Kota 
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Tabel 2.2 (T-C 30) 
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025  

 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 

 

 
 

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 12,325,232,162 1,789,181,635 1,619,853,759 3,383,232,977 4,409,939,749 11,202,208,120 22,867,584,614 101.83 90.89

2 8 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA
7,919,501,829 1,487,861,745 1,311,982,667 2,091,820,927 2,120,938,818 7,012,604,157 14,123,984,319 100 88.55

2 8 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 92,00 Indeks 0 0 0 90.28 90.28 98.13

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak tercapai 

namun masih berada pada kategori Sangat Baik 

dalam penilaian SKM

2 8 1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) 

Perangkat Daerah
77,00 Nilai 0 0 76 76 98.7

Nilai AKIP yang digunakan adalah hasil evaluasi pada 

Tahun 2024

2 8 1 2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
231,263,500 17,325,000 39,493,800 56,317,800 92,500,480 205,637,080 386,520,784 100 88.92

2 8 1 2.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17 Dokumen 0 0 0 17 17 100

2 8 1 2.01 1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
112,690,000 PAD 0 PAD 14,888,800 PAD 32,797,000 PAD 62,109,480 109,795,280 191,111,584 100 97.43

2 8 1 2.01 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 3 Adanya anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini

Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan 

terhambatnya kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

Triwulan I

2 Anggaran yang tersedia Tidak ada hambatan pada kegiatan di Triwulan 2 0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

6 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

K Rp

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Faktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 1 2.01 10

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan 

Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

26,850,000 PAD 0 PAD 0 PAD 1,650,000 PAD 15,988,000 17,638,000 17,638,000 100 65.69

2 8 1 2.01 10

Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah 

Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam 

Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

1 Berita Acara 0
Adanya alur anggaran kas untuk melihat kapan 

kegiatan akan dilaksanakan
Tidak ada hambatan pada Triwulan I 0 Anggaran yang tersedia

Kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan 

selanjutnya
0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

1 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.01 6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
41,723,500 PAD 9,100,000 PAD 7,440,000 PAD 14,865,800 PAD 7,723,000 39,128,800 88,874,200 100 93.78

2 8 1 2.01 6

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan 1 Adanya anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini
Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan 

terhambatnya kegiatan pada Triwulan I
1 Anggaran yang tersedia Tidak ada hambatan pada Triwulan 2 1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

4 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50,000,000 PAD 8,225,000 PAD 17,165,000 PAD 7,005,000 PAD 6,680,000 39,075,000 88,897,000 100 78.15

2 8 1 2.01 7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1 Adanya anggaran yang tersedia

Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan 

terhambatnya beberapa kegiatan yang akan 

dilaksanakan di Triwulan I

1 Anggaran yang tersedia Tidak ada hambatan 1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

4 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

100 88.92

ST T 

K Rp

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Faktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,345,511,752 1,377,699,777 1,040,144,911 1,812,431,615 1,561,206,974 5,791,483,277 11,561,421,807 100 91.27

2 8 1 2.02 Jumlah Laporan 12 Laporan 3 3 3 3 12 100

2 8 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5,968,319,752 PAD 1,290,879,777 PAD 984,044,911 PAD 1,691,272,621 PAD 1,458,894,899 5,425,092,208 10,732,069,727 100 90.9

2 8 1 2.02 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 36 Anggaran Tersedia Aplikasi pajak baru 36
Anggaran yang tersedia Adanya penambahan CPNS 

baru

Tidak ada hambatan untuk pelaksanaan kegiatan 

pada sub kegiatan ini
36 Adanya anggaran yang tersedia

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

sub kegiatan ini
36

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

36 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 327,192,000 PAD 79,300,000 PAD 56,100,000 PAD 90,782,634 PAD 90,249,575 316,432,209 740,736,495 100 96.71

2 8 1 2.02 2
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN
4 Dokumen 1 Anggaran tersedia Adanya perubahan pajak 1

Tersedianya anggaran pada sub kegiatan ini Adanya 

penambahan CPNS baru

Tidak ada hambatan untuk pelaksanaan kegiatan di 

sub kegiatan ini
1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Tidak ada hambatan untuk kegiatan yang berjalan 

pada Triwulan 3 ini
1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

4 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.02 5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD
50,000,000 PAD 7,520,000 PAD 0 PAD 30,376,360 PAD 12,062,500 49,958,860 88,615,585 100 99.92

2 8 1 2.02 5

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

5 Laporan 1 Anggaran tersedia Proses ekatalog baru dan pajak juga baru 1 Anggaran Tersedia Tidak ada hambatan 1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Tidak ada hambatan untuk pelaksanaan kegiatan 

pada sub kegiatan ini
2

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

5 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

100 91.27

ST ST 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100,000,000 0 49,500,000 19,000,000 31,500,000 100,000,000 100,000,000 100 100

2 8 1 2.05 Jumlah pegawai 44 Orang 44 11 0 0 55 125

2 8 1 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan
100,000,000 PAD 0 PAD 49,500,000 PAD 19,000,000 PAD 31,500,000 100,000,000 100,000,000 100 100

2 8 1 2.05 11
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
8 Orang Anggaran yang tersedia Kegiatan baru dilaksanakan pada Triwulan 2 8 Anggaran yang tersedia

Tidak ada hambatan pada pelaksanaan kegiatan di 

sub kegiatan ini

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 

pada triwulan 3 ini di karenakan pelaksanaan 

kegiatan sudah terealisasi pada triwulan 2

0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

8 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

100 100

ST ST 

2 8 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 161,542,000 33,283,180 17,363,722 52,811,000 49,781,130 153,239,032 587,881,490 100 94.86

2 8 1 2.06 Jumlah Laporan 4 Laporan 1 2 1 0 4 100

2 8 1 2.06 1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor
6,000,000 PAD 6,000,000 PAD 0 PAD 0 PAD 0 6,000,000 12,000,000 100 100

2 8 1 2.06 1
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang Disediakan
3 Paket 3 Anggaran yang tersedia Tidak ada hambatan pada kegiatan ini Anggaran yang tersedia

Tidak ada hambatan pada pelaksaan kegiatan di sub 

kegiatan ini

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Tidak ada hambatan dikarenakan tidak ada 

pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III
0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

3 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,609,000 PAD 0 PAD 0 PAD 15,540,000 PAD 0 15,540,000 177,675,000 100 99.56

2 8 1 2.06 2
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan
2 Paket 0 Anggaran yang tersedia di sub kegiatan ini Anggaran baru akan dilaksanakan di Triwulan 2 0 Anggarna yang tersedia

Tidak ada hambatan dikarenakan tidak ada 

pelaksanaan kegiatan di Triwulan 2
2

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan dalam 

kegiatan di Triwulan III
0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10,000,000 PAD 2,400,000 PAD 1,920,000 PAD 2,872,000 PAD 1,916,000 9,108,000 31,620,000 100 91.08

2 8 1 2.06 4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 Tersedianya Anggaran Pajak Model baru 1 Tersedianya anggaran pada sub kegiatan ini Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

Triwulan 3 ini, realisasi baru akan tercapai pada 

Triwulan 4 sesuai dengan anggaran kas yang ada

1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

5 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31,218,000 PAD 9,970,000 PAD 0 PAD 8,845,500 PAD 10,000,000 28,815,500 60,811,850 100 92.3

2 8 1 2.06 5
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 

Disediakan
4 Paket 1 Anggaran yang tersedia di sub kegiatan ini

Adanya efisiensi anggaran yang membuat kegiatan 

yang terhambat di Triwulan selanjutnya
Tersedianya anggaran

Tidak ada hambatan dikarenakan tidak ada 

pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan ini di 

Triwulan 2

2

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

secara umum tidak ada hambatan dalam 

pelaksanaan hanya saja ada keterlambatan dalam 

pelaksanaan SPJ, namun realisasi target akan 

dipastikan akan selesai pada Triwulan IV

1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

4 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15,000,000 PAD 4,440,000 PAD 0 PAD 3,832,000 PAD 4,790,000 13,062,000 25,062,000 100 87.08

2 8 1 2.06 8 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 1 Anggaran tersedia Adanya efisiensi anggaran
Tersedianya Anggaran pada sub kegiatan yang 

dimaksud

Tidak ada hambatan dikarenakan tidak ada 

pelaksanaan kegiatan di Triwulan 2
1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

Triwulan 3
0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 1 2.06 9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD
83,715,000 PAD 10,473,180 15,443,722 PAD 21,721,500 PAD 33,075,130 80,713,532 280,712,640 100 96.41

2 8 1 2.06 9
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD
10 Laporan 2 Adanya anggaran Adanya efisiensi anggaran 5

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

TW 3
3

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

10 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

100 94.86

ST ST 

2 8 1 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
369,687,577 0 46,900,000 4,000,000 37,671,500 88,571,500 123,571,500 100 23.96

2 8 1 2.07 laporan rencana kebutuhan barang 1 Laporan 0 1 0 0 1 100

2 8 1 2.07 1
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan
200,000,000 PAD 0 PAD 0 PAD 0 PAD 21,500,000 21,500,000 21,500,000 100 10.75

2 8 1 2.07 1
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
1 Unit 0 Anggaran yang tersedia Adanya efisiensi anggaran 0 Anggaran Tersedia Anggaran Kas Terletak di Triwulan 3 0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

triwulan 3 dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru 

akan berjalan di Triwulan IV

1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

1 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.07 2
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan
109,687,577 PAD 0 PAD 0 PAD 0 PAD 11,010,000 11,010,000 11,010,000 100 10.04

2 8 1 2.07 2
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan
1 Unit Anggaran yang tersedia

Kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan 

selanjutnya
Anggaran Tersedia Masuk Kedalam Anggaran Triwulan 3

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pada 

Triwulan 3
1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

1 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 50,000,000 PAD 0 PAD 46,900,000 PAD 0 PAD 0 46,900,000 81,900,000 100 93.8

2 8 1 2.07 5 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit Anggaran yang tersedia
Adanya efisiensi anggaran yang membuat 

terhambatnya kegiatan yang akan dilaksanakan
3 Tersedianya anggaran

Tidak ada hambatan pada Triwulan 2 ini karena 

anggaran sudah terlaksana

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 

pada Triwulan 3, dikarenakan pelaksanaan kegiatan 

sudah selesai pada Triwulan 2

0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

3 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10,000,000 PAD 0 PAD 0 PAD 4,000,000 PAD 5,161,500 9,161,500 9,161,500 100 91.62

2 8 1 2.07 6
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan
1 Unit Anggaran yang tersedia di sub kegiatan ini

Adanya efisiensi anggaran yang membuat kegiatan 

terhambat pada Triwulan ini
Tersedianya Anggaran pada sub kegiatan ini Tidak ada pelaksanaan kegiatan di Triwulan 2

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

Triwulan 3
1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

1 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

100 23.96

ST SR 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya
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Kinerja
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1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)



 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 

 
 

    
 
 

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 38 

Tahun 2026  

 

 

 

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 1 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah
326,497,000 44,182,788 61,504,175 67,763,288 134,668,316 308,118,567 578,725,167 100 94.37

2 8 1 2.08
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan
2 Laporan 1 1 0 0 2 100

2 8 1 2.08 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik
176,497,000 PAD 16,490,788 PAD 32,312,175 PAD 24,379,288 PAD 86,770,316 159,952,567 320,159,167 100 90.63

2 8 1 2.08 2
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
3 Laporan 1 Anggaran tersedia Human Error 1 Tersedianya Anggaran pada Sub Kegiatan ini Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

Triwulan 3
1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

3 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 150,000,000 PAD 27,692,000 PAD 29,192,000 PAD 43,384,000 PAD 47,898,000 148,166,000 258,566,000 100 98.78

2 8 1 2.08 4
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan
12 Laporan 3 Anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini

Adanya Efisiensi anggaran yang menghambat 

pelaksanaan kegiatan pada Triwulan ini Adanya 

aplikasi baru terkait perpajakan

4 Tersedianya anggaran pada sub kegiatan ini
Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

Triwulan 2
3

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

Triwulan 3 namun realisasi target kinerja memang 

baru terealisasi pada Triwulan IV menyisakan 3 

laporan pada akhir tahun

2

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

12 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

100 94.37

ST ST 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 1 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
385,000,000 15,371,000 57,076,059 79,497,224 213,610,418 365,554,701 785,863,571 100 94.95

2 8 1 2.09 Jumlah Laporan Pemeliharaan 4 Laporan 1 1 1 1 4 100

2 8 1 2.09 1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

100,000,000 PAD 0 PAD 44,815,238 PAD 39,632,310 PAD 9,747,788 94,195,336 244,006,621 100 94.2

2 8 1 2.09 1

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

13 Unit 3 Adanya anggaran pada sub kegiatan ini
Adanya efisiensi anggaran Adanya perubahan 

aplikasi perpajakan
4 Tersedianya anggaran pada sub kegiatan ini

Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan 

kegiatan
3

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

secara umum tidak ada hambatan dikarenakan 

kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya
3

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

13 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.09 2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan

25,000,000 PAD 0 PAD 7,260,821 PAD 6,723,900 PAD 1,307,630 15,292,351 60,747,736 100 61.17

2 8 1 2.09 2

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

2 Unit 0 Anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini

Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan 

terhambatnya pelaksanaan kegiatan pada Triwulan 

ini

1
Tersedianya anggaran dalam sub kegiatan yang 

dimaksud
Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

secara umum tidak ada hambatan dalam 

pelaksanaan kegiatan, dikarenakan ini kegiatan rutin 

yang dilaksanakan setiap tahunnya

1

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10,000,000 PAD 0 PAD 5,000,000 PAD 5,000,000 PAD 0 10,000,000 35,000,000 100 100

2 8 1 2.09 6 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 3 Anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini
Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan 

pelaksanaan kegiatan terhambat
5 Tersedianya anggaran pada sub kegiatan ini

Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan 

kegiatan
5

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya 

dikarenakan kegiatan ini rutin dikerjakan setiap 

tahunnya

0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

13 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

2 8 1 2.09 9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya
250,000,000 PAD 15,371,000 PAD 0 PAD 28,141,014 PAD 202,555,000 246,067,014 446,109,214 100 98.43

2 8 1 2.09 9
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi
1 Unit Anggaran yang tersedia Adanya efisiensi anggaran 1 Tersedianya anggaran dalam sub kegiatan ini

Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan 

kegiatan dalam sub kegiatan ini

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil Wali 

Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala OPD 

berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, dan 

perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, loyalitas, 

dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan 

administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat teknologi informasi (komputer, 

printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) mempermudah pelaksanaan 

administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin terhadap aset dan fasilitas kantor 

yang menjaga keberlanjutan operasional kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang 

dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada 

kegiatan keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner 

dan komunikatif dari kepala OPD memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. 

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

secara umum tidak ada hambatan dalam 

pelaksanaan kegiatan ini sub kegiatan ini pada 

Triwulan 3, dikarenakan kegiatan pemeliharaan ini 

secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya

0

1. Adanya dukungan dan arahan langsung dari pimpinan daerah (Wali Kota/Wakil 

Wali Kota/Sekda) terhadap efektivitas pelaksanaan program penunjang. 2. Kepala 

OPD berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan administrasi, keuangan, 

dan perencanaan berjalan sesuai aturan dan target kinerja. 3. Semangat kerja, 

loyalitas, dan kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga 

kelancaran urusan administrasi pemerintahan. 4. Ketersediaan perangkat 

teknologi informasi (komputer, printer, jaringan Wi-Fi, dan perangkat konferensi) 

mempermudah pelaksanaan administrasi dan koordinasi. 5. Pemeliharaan rutin 

terhadap aset dan fasilitas kantor yang menjaga keberlanjutan operasional 

kegiatan. 6. Adanya komunikasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam 

pelaksanaan urusan penunjang, terutama pada kegiatan keuangan, kepegawaian, 

dan perencanaan. 7. Kepemimpinan yang visioner dan komunikatif dari kepala OPD 

memperkuat arah pelaksanaan kegiatan. 8. Keterlibatan masyarakat dalam 

evaluasi kinerja pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah.

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

1 100

1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk 

kegiatan non-fisik (peningkatan kapasitas SDM, 

sistem informasi, dan digitalisasi). 2. Minimnya 

fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti 

ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta 

aksesibilitas bagi disabilitas.

100 94.95

ST ST 

100 88.55

ST T 

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 1) 

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)



 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 

 
 

    
 
 

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 40 
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 2
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
391,297,833 40,259,860 12,035,000 143,040,160 176,001,000 371,336,020 1,478,912,380 100 94.9

2 8 2 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 10,50 % 9.09 0 0 1.41 10.5 100 Dukungan sebagian besar PD dan seluruh Kecamatan

2 8 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 49,71% 0 0 0 54.19 54.19 109.01
Capaian kinerja melebihi target. (capaian yang 

ditampilkan adalah capaian tahun 2024)

2 8 2 2.01
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 

Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
131,058,833 27,596,360 8,195,000 30,327,160 55,424,500 121,543,020 619,830,051 100 92.74

2 8 2 2.01 Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG 3 Dokumen 0 1 1 1 3 100

2 8 2 2.01 2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG 

Kewenangan Kabupaten/Kota
64,466,833 PAD 13,196,360 PAD 4,195,000 PAD 1,370,000 PAD 38,263,000 57,024,360 159,968,760 100 88.46

2 8 2 2.01 2

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) 

Kewenangan Kabupaten/Kota

3 Dokumen 0

Dukungan Pimpinan Perangkat Daerah Dukungan 

SDM Focal Point, Perencana, dan Pelaksana Kegiatan 

sesuai Program terpilih.

Proses Pencairan baru bisa terealisasi pada Bulan 

Maret
1 Dukungan stakeholder terkait Tidak ada hambatan 1 Kelancaran Aplikasi E-Purchasing

Load Pekerjaan yang tinggi membuat proses spj 

mengalami kendala
1 0 0 3 100 0

2 8 2 2.01 6
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
37,922,000 PAD 14,400,000 PAD 0 PAD 12,130,000 PAD 9,397,500 35,927,500 35,927,500 100 94.74

2 8 2 2.01 6
Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG
150 Orang 40

Data Dukung Penyusunan Dokumen Analisis Gender : 

Data Capaian Program/Kegiatan, Data Makro terkait 

Program/Kegiatan terpilih.

Sedikit Kendala pada Perangkat Daerah yang 

terpaksa dijadwalkan ulang karena tidak hadir pada 

undangan pertama.

40
Dukungan Para Pihak (Pimpinan PD, Dekan FISIP, 

Kaprodi, BEM FISIP Unmul, dll)

Pembayaran kegiatan makanan dan minuman rapat 

terlambat, namun sudah dikomunikasi kepada Pihak 

Penyedia

40 Dukungan Stakeholder (Ketua POKJA PUG, Kepala Dinas, Camat, Operator/Focal Point)
Sarana pendukung mobil dinas yang rusak 

menghambat proses kegiatan di lapangan
30 0 0 150 100 0

2 8 2 2.01 8
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG 

kewenangan Kab/Kota
28,670,000 PAD 0 PAD 4,000,000 PAD 16,827,160 PAD 7,764,000 28,591,160 28,591,160 100 99.73

2 8 2 2.01 8
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan 

penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota
150 Orang 0 Materi bahan promosi (Leaflet & Buku Saku) tersedia.

1). Terbatas waktu dan SDM sehingga bahan promosi 

diselesaikan sampai tahap desain. 2). Kegiatan 

Lokakarya "GEDSI Master Class" direncanakan 

berjalan di TW-3 harus menyesuaikan arahan 

rasionalisasi.

100 Kegiatan ini sudah terlaksana
Proses pembayaran makanan dan minuman rapat 

dibayarkan dibulan selanjutnya (Triwulan III)
25

Penyedia makan minum kegiatan tepat waktu, koordinasi berjalan baik didukung sdm 

pengelola data yang profesional

Mobilisasi kegiatan sempat terkendala ketersediaan 

kendaraan operasional
25 0 0 150 100 0

100 92.74

ST ST 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 2 2.02

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, 

Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi 

Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

36,857,000 5,534,500 0 24,952,500 3,600,000 34,087,000 422,606,729 100 92.48

2 8 2 2.02

Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, 

Perempuan sebagai tenaga Managerial dan 

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

50 orang 4 20 0 26 50 100

2 8 2 2.02 2

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan 

Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan 

Ekonomi

36,857,000 PAD 5,534,500 PAD 0 PAD 24,952,500 PAD 3,600,000 34,087,000 422,606,729 100 92.48

2 8 2 2.02 2

Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat 

Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan 

Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 

Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

2 Organisasi 0 Kerjasama lintas sektor

1. Adanya efisiensi anggaran sehingga terhambatnya 

kegiatan. 2. Habisnya masa berlaku surat keputusan 

organisasi perempuan (Organisasi PEKKA).

0

Adanya KAK terkait kegiatan Pemberdayaan 

Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi 

pada Organisasi Kemasyarakatan

Sesuai anggaran kegiatan , Kegiatan dianggarkan di 

Triwulan III
2

Adanya kebijakan daerah yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan, serta alokasi anggaran yang memadai untuk implementasinya

Data organisasi yang didapat tidak di validasi oleh PD 

terkait
0 Dukungan Pimpinan PD Dukungan Ormas Perempuan

Mayoritas organisasi Perempuan belum 

mendaftarkan diri di Kesbangpol Kota Samarinda
2 100

Mayoritas organisasi Perempuan belum 

mendaftarkan diri di Kesbangpol Kota Samarinda

100 92.48

ST ST 

2 8 2 2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

223,382,000 7,129,000 3,840,000 87,760,500 116,976,500 215,706,000 436,475,600 100 96.56

2 8 2 2.03 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan 2 Layanan 0 0 1 1 2 100

2 8 2 2.03 1

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada 

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

37,775,000 PAD 5,519,000 PAD 0 PAD 17,046,000 PAD 14,203,500 36,768,500 161,251,500 100 97.34

2 8 2 2.03 1

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

Mendapat Advokasi dan Pendampingan

1 Lembaga Tersedianya anggaran
1. Adanya efisiensi anggaran sehingga terhambatnya 

kegiatan.
Tersedianya anggaran

Sesuai anggaran kegiatan, kegiatan dianggarkan di tw 

III

Ketersediaan sumber daya keuangan, manusia, dan infrastruktur yang memadai 

memungkinkan lembaga penyedia layanan untuk menjalankan program-programnya 

secara efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan dana, tenaga ahli, dan fasilitas yang 

memadai dapat menghambat kemampuan lembaga 

untuk memberikan layanan yang berkualitas dan 

berkelanjutan.

1 adanya narasumber, adanya pihak ketiga,

Penumpukan beban kegiatan di Triwulan III karena 

adanya penyesuaian jadwal koordinasi antar 

lembaga di Triwulan II.

1 100

Penumpukan beban kegiatan di Triwulan III karena 

adanya penyesuaian jadwal koordinasi antar 

lembaga di Triwulan II.

2 8 2 2.03 2

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

185,607,000 PAD 1,610,000 PAD 3,840,000 PAD 70,714,500 PAD 102,773,000 178,937,500 275,224,100 100 96.41

2 8 2 2.03 2

Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan 

Kapasitas

150 Orang Tersedianya anggaran
Adanya efisiensi anggaran sehingga terhambatnya 

kegiatan.
25

Sesuai anggaran kas kegiatan yang dianggarkan di TW 

2

1. Terjadi pergeseran anggaran 2. Kegiatan Belanja 

Makanan & Minuman Rapat Sosialisasi Permodalan 

Nasional Madani (PNM) bagi intern DP2PA, 

Pengukuhan Pengurus PEKKA, Pembekalan Pengurus 

PEKKA, baru dibayarkan di Bulan Juli (Triwulan III)

75

Adanya kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di tingkat daerah 

maupun nasional sangat penting. Kebijakan ini memberikan landasan hukum dan 

legitimasi bagi lembaga penyedia layanan untuk menjalankan program-programnya

Keterbatasan fasilitas yang memadai dapat 

menghambat kemampuan lembaga untuk 

memberikan layanan yang berkualitas dan 

berkelanjutan

50
adanya dukungan tenaga ahli, Penanaman Modal Madani(PNM), Bank Indonesia, 

Ormas Perempuan kota samarinda,

Penumpukan jadwal pelaksanaan kegiatan utama 

pada Triwulan III dikarenakan adanya proses 

penyesuaian administrasi dan struktur 

kepengurusan lembaga pada triwulan sebelumnya.

150 100

Penumpukan jadwal pelaksanaan kegiatan utama 

pada Triwulan III dikarenakan adanya proses 

penyesuaian administrasi dan struktur 

kepengurusan lembaga pada triwulan 

sebelumnya.

100 96.56

ST ST 

100 94.9

ST ST 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2) 

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 987,137,000 97,218,500 105,317,652 341,192,780 405,791,040 949,519,972 2,047,223,195 86.5 96.19

2 8 3
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO 

Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
84.21% 0 0 0 51.96 51.96 61.7

Adanya pelaporan kasus dan pencatatan korban 

kekerasan terhadap perempuan

2 8 3 2.01
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
182,465,000 16,999,500 19,203,550 96,478,100 47,072,690 179,753,840 475,790,429 100 98.51

2 8 3 2.01
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 

lingkup daerah kabupaten/kota
80 Kasus 22 98 77 26 223 278.75

2 8 3 2.01 1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, 

Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan 

Terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

160,381,000 PAD 16,999,500 PAD 18,099,850 DAK Non Fisik 93,606,100 PAD 29,025,090 157,730,540 305,075,358 100 98.35

2 8 3 2.01 1

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

3 Dokumen 1 Tersedianya anggaran

1. Adanya Efesiensi Anggaran yang menyebabkan 

terhambatnya kegiatan 2. Adanya perubahan 

aplikasi dalam pengadaan barang, dari E-Catalog V5 

ke E-Catalog V6

1 Terpenuhinya Anggaran

Proses E-purchasing versi 6 yang masih terkendala 

sistem dan koordinasi dengan PPBJ yang terkesan 

membutuhkan waktu agak lambat

1
Adanya komitmen kepala daerah dan perangkat daerah terhadap isu pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan

Stigma sosial terhadap korban kekerasan dan 

rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak 

perempuan menghambat upaya pencegahan.

0
Dukungan pimpinan OPD meningkatkan legitimasi dan efektivitas pelaksanaan 

koordinasi lintas sektor dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan

Keterbatasan jumlah SDM serta dukungan anggaran 

mempengaruhi intensitas dan jangkauan kegiatan 

koordinasi dan sinkronisasi.

3 100

Keterbatasan jumlah SDM serta dukungan 

anggaran mempengaruhi intensitas dan 

jangkauan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi.

2 8 3 2.01 2

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan 

Perlindungan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

22,084,000 PAD 0 PAD 1,103,700 PAD 2,872,000 PAD 18,047,600 22,023,300 170,715,071 100 99.73

2 8 3 2.01 2

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi 

dan Pendampingan Layanan Perlindungan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2 Perangkat Daerah Tersedianya Anggaran

Belum terlaksananya belanja kegiatan karena 

adanya efesiensi anggaran menyebabkan beberapa 

komponen belanja kegiatan mengalami pergeseran 

anggaran belanja

Tersedianya Anggaran Penggunaan E-Purcahsing V6 yang terkendala 2

Dukungan berupa ruang koordinasi, fasilitas komunikasi, turut menunjang kelancaran 

pelaksanaan kegiatan, baik dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, maupun 

kegiatan advokasi lintas sektor.

Dukungan anggaran untuk kegiatan koordinasi dan 

sinkronisasi masih terbatas.
0

Dukungan pimpinan daerah dan OPD terkait mendorong keberlangsungan advokasi 

kebijakan serta penguatan layanan perlindungan perempuan

Kebijakan yang telah ditetapkan belum seluruhnya 

dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh 

seluruh pemangku kepentingan.

2 100

Kebijakan yang telah ditetapkan belum 

seluruhnya dipahami dan diterapkan secara 

konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

100 98.51

ST ST 

2 8 3 2.02

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan 

Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

529,650,000 57,000,000 39,973,900 115,522,000 289,888,100 502,384,000 1,000,336,752 59.5 94.85

2 8 3 2.02
Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima 

rujukan
0.034 Persen 0 0 0 0.034 0.034 100

2 8 3 2.02 1

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

529,650,000 PAD 57,000,000 PAD 39,973,900 PAD 115,522,000 PAD 289,888,100 502,384,000 1,000,336,752 59.5 94.85

2 8 3 2.02 1

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan 

Pengaduan

200 Orang 25

- Adanya regulasi yang menaungi kegiatan - Adanya 

tenaga administasi dan tenaga ahli (pendampingan, 

mediasi, penjangkauan/home visit) yang 

berkompeten dalam bidangnya

- Adanya efisiensi anggaran mengikuti Peraturan Wali 

Kota Samarinda, sehingga beberapa kegiatan baru 

akan dilaksanakan pada Triwulan 2 - Adanya 

peralihan pelaksanaan E-Purchasing dari Aplikasi E-

Catalogue V.5 ke E-Catalogue V.6

23

Tersedianya Anggaran serta adanya tenaga yang 

berpengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi 

dalam melaksanakan kegiatan Pendampingan, 

Mediasi dan Penjangkauan Kasus Kekerasan 

terhadap Perempuan

- Adanya efisiensi anggaran mengikuti Peraturan Wali 

Kota Samarinda, sehingga beberapa kegiatan baru 

akan dilaksanakan pada Triwulan 3 - Adanya 

peralihan pelaksanaan E-Purchasing dari Aplikasi E-

Catalogue V.5 ke E-Catalogue V.6

38

1. Adanya komitmen dan perhatian kepala daerah dalam upaya perlindungan 

perempuan dan anak menjadi faktor pendorong utama pelaksanaan kegiatan advokasi 

dan penyediaan sarana prasarana layanan. 2. UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak) sudah terbentuk dan aktif memberikan layanan 

bagi korban kekerasan. 3. Adanya jejaring layanan lintas sektor (Polres, Kejaksaan, 

Dinas Kesehatan, RS, Dinas Sosial, LSM, dan akademisi) yang berfungsi dengan baik 

membantu memperkuat implementasi kebijakan. 4. Adanya alokasi anggaran APBD 

khusus pada Dinas PPPA untuk kegiatan advokasi dan penguatan sarana prasarana 

layanan. 5. Pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah (kantor, ruang layanan, 

kendaraan operasional, perangkat IT) mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan. 6. 

Petugas layanan yang memiliki pengalaman dan pelatihan teknis mendukung 

efektivitas pendampingan dan pengelolaan sarana prasarana. 7. Komitmen dan 

kepedulian tinggi dari SDM layanan, baik ASN maupun tenaga kontrak/relawan, 

menjadi kekuatan moral dalam menjaga kualitas layanan.

tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

Triwulan III
33

1. Adanya komitmen dan perhatian kepala daerah dalam upaya perlindungan 

perempuan dan anak menjadi faktor pendorong utama pelaksanaan kegiatan 

advokasi dan penyediaan sarana prasarana layanan. 2. UPTD PPA (Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sudah terbentuk dan aktif 

memberikan layanan bagi korban kekerasan. 3. Adanya jejaring layanan lintas 

sektor (Polres, Kejaksaan, Dinas Kesehatan, RS, Dinas Sosial, LSM, dan akademisi) 

yang berfungsi dengan baik membantu memperkuat implementasi kebijakan. 4. 

Adanya alokasi anggaran APBD khusus pada Dinas PPPA untuk kegiatan advokasi 

dan penguatan sarana prasarana layanan. 5. Pemanfaatan fasilitas milik 

pemerintah daerah (kantor, ruang layanan, kendaraan operasional, perangkat IT) 

mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan. 6. Petugas layanan yang memiliki 

pengalaman dan pelatihan teknis mendukung efektivitas pendampingan dan 

pengelolaan sarana prasarana. 7. Komitmen dan kepedulian tinggi dari SDM 

layanan, baik ASN maupun tenaga kontrak/relawan, menjadi kekuatan moral 

dalam menjaga kualitas layanan.

Ada terdapat belanja yang terhutang 119 59.5 Ada terdapat belanja yang terhutang

59.5 94.85

R ST 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 3 2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

275,022,000 23,219,000 46,140,202 129,192,680 68,830,250 267,382,132 571,096,014 100 97.22

2 8 3 2.03
Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan 

Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan
2 Lembaga 0 1 1 0 2 100

2 8 3 2.03 1

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan 

Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban 

Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

200,000,000 PAD 0 PAD 45,096,202 PAD 88,566,260 PAD 60,245,250 193,907,712 216,501,712 100 96.95

2 8 3 2.03 1

Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana 

Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

3 Dokumen 0

Anggaran yang tersedia dalam sub kegiatan Advokasi 

Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana 

Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban 

Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPTD 

Perlindungan Perempuan dan Anak

Pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan pada 

Triwulan 2 dan Triwulan 3 mengikuti RAK (Rencana 

Anggaran Kas)

1 Tersedianya Anggaran pada Sub Kegiatan ini

- Adanya efisiensi anggaran mengikuti Peraturan Wali 

Kota Samarinda, sehingga beberapa kegiatan baru 

akan dilaksanakan pada Triwulan 3 - Adanya 

peralihan pelaksanaan E-Purchasing dari Aplikasi E-

Catalogue V.5 ke E-Catalogue V.6

1

1. Kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah menunjukkan komitmen nyata 

terhadap isu perlindungan perempuan dan penanganan korban kekerasan, tercermin 

dari dukungan kebijakan dan anggaran. 2. Masuknya program perlindungan perempuan 

dan penyediaan layanan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, dan 

RKPD) memperkuat posisi kegiatan ini sebagai prioritas. 3. UPTD PPA (Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sudah terbentuk dan beroperasi di 

bawah Dinas PPPA, menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan. 4. Adanya 

pendamping hukum, psikolog, konselor, dan pekerja sosial profesional yang berperan 

aktif dalam kegiatan pendampingan.

1. Belum semua SDM layanan mendapatkan 

pelatihan berkelanjutan tentang pendekatan 

berbasis gender, trauma healing, dan pendampingan 

korban kekerasan.

1

1. Kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah menunjukkan komitmen nyata 

terhadap isu perlindungan perempuan dan penanganan korban kekerasan, 

tercermin dari dukungan kebijakan dan anggaran. 2. Masuknya program 

perlindungan perempuan dan penyediaan layanan dalam dokumen perencanaan 

daerah (RPJMD, Renstra, dan RKPD) memperkuat posisi kegiatan ini sebagai 

prioritas. 3. UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 

Anak) sudah terbentuk dan beroperasi di bawah Dinas PPPA, menjadi ujung tombak 

pelaksanaan kegiatan. 4. Adanya pendamping hukum, psikolog, konselor, dan 

pekerja sosial profesional yang berperan aktif dalam kegiatan pendampingan.

Belum semua SDM layanan mendapatkan pelatihan 

berkelanjutan tentang pendekatan berbasis gender, 

trauma healing, dan pendampingan korban 

kekerasan.

3 100

Belum semua SDM layanan mendapatkan 

pelatihan berkelanjutan tentang pendekatan 

berbasis gender, trauma healing, dan 

pendampingan korban kekerasan.

2 8 3 2.03 2

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 

Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan 

Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

33,206,000 PAD 0 PAD 554,000 PAD 23,312,200 PAD 8,285,000 32,151,200 191,243,582 100 96.82

2 8 3 2.03 2

Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia 

Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban 

Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

Mendapat Peningkatan Kapasitas

90 Orang 0 Tersedianya anggaran
Dikarenakan adanya efisiensi anggaran kas bergeser 

ke Triwulan 2
90 Adanya anggaran yang tersedia

1. Dikarenakan efisiensi kagiatan mundur dan sudah 

di laksanakan fisiknya di akhir bulan juni kemudian 

realisasi keuangan tidak bisa di kejar di akhir juni 

karena adanya gangguan di SIPD-RI 2. Proses 

pembayaran terhambat dan akan baru direalisasikan 

di Triwulan III, namun kegiatannya sudah 

dilaksanakan pada Triwulan II.

0

1. Adanya Lembaga Layanan yang Aktif dan Terstruktur. 2. Keterlibatan lembaga mitra 

non-pemerintah dan komunitas perempuan dalam memperluas jangkauan layanan di 

masyarakat. 3. Adanya SDM yang memiliki kompetensi dasar dan keahlian khusus 

dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (psikolog, konselor, pekerja 

sosial). 4. Kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop berkelanjutan yang 

dilakukan oleh Dinas PPPA. 5. Tersedianya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten/Kota 

melalui DPA Dinas PPPA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan 

kapasitas SDM lembaga layanan. 6. Adanya pendataan korban kekerasan yang 

terintegrasi melalui sistem aplikasi seperti SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online 

Perlindungan Perempuan dan Anak).

1. Kurangnya pelatih atau fasilitator bersertifikat 

yang mampu memberikan peningkatan kapasitas 

secara mendalam dan berkelanjutan. 2. Kegiatan 

pelatihan sering kali hanya bersifat satu kali (one 

shot) tanpa adanya pendampingan atau refreshment 

training lanjutan. 3. Stigma terhadap korban masih 

tinggi, sehingga korban enggan melapor dan petugas 

kadang kurang sensitif terhadap kondisi psikologis 

korban.

0

Terjalinnya koordinasi yang baik antar lintas sektor dan lembaga layanan terkait 

mempermudah pelaksanaan kegiatan serta memperkuat sinergi penanganan 

kasus

Keterbatasan Ketersediaan SDM Layanan 90 100 Keterbatasan Ketersediaan SDM Layanan

2 8 3 2.03 3

Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan 

dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus 

Kewenangan Kabupaten/Kota

24,767,000 PAD 23,219,000 PAD 0 PAD 1,364,420 PAD 150,000 24,733,420 146,760,920 100 99.86

2 8 3 2.03 3

Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan 

Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik

31 Orang 31 Tersedianya Anggaran
Dikarenakan adanya efisiensi sehingga sisa anggaran 

akan di laksanakan di TW II
0 Adanya anggaran yang tersedia

Dikarenakan efisiensi kegiatan di lanjutkan di 

Triwulan III
0

Tersedianya anggaran dan SDM sehingga kegiatan terselesaikan dengan baik sesuai 

target.
Tidak Ada dalam kegiatan yang berjalan. 0

Adanya mekanisme respons cepat terhadap situasi darurat dan kondisi khusus 

memungkinkan bantuan disalurkan tepat waktu kepada penerima manfaat

Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam 

pemenuhan seluruh kebutuhan penerima manfaat 

secara optimal

31 100

Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam 

pemenuhan seluruh kebutuhan penerima manfaat 

secara optimal

2 8 3 2.03 4

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

17,049,000 PAD 0 PAD 490,000 PAD 15,949,800 PAD 150,000 16,589,800 16,589,800 100 97.31

2 8 3 2.03 4

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar 

Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

1 Dokumen Tersedianya Anggaran
Karena adanya efisiensi sehingga anggaran kas 

bergeser di Triwulan II
Adanya anggaran yang tersedia

Dikarenakan efisiensi perubahan paket meeting 

hotel ke makanan dan minuman rapat 

mengakibatkan kagiatan di lakukan di Triwulan III

1 Tersedianya Anggaran dan SDM sehingga kegiatan terselesaikan dengan baik.
Tidak ada hambatan dalam pekerjaan pada sub 

kegiatan ini.
0

Adanya kesamaan visi dan tujuan antar lembaga dalam upaya perlindungan 

perempuan mempermudah proses penguatan jejaring kerja

Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan 

sarana prasarana antar lembaga mempengaruhi 

tingkat kontribusi dalam jejaring

1 100

Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan 

sarana prasarana antar lembaga mempengaruhi 

tingkat kontribusi dalam jejaring

100 97.22

ST ST 

86.5 96.19

T ST 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 3) 

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 184,545,500 35,136,250 33,715,000 83,045,750 32,485,201 184,382,201 704,756,432 100 99.91

2 8 4
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif 

Gender dan Hak Anak Sesuai Standar
5,00 Layanan 1 1 1 2 5 100

Adanya perubahan indikator kerja program dan 

target indikator kerja program pada P-RKPD 2025, 

yang tadinya persentase perkawinan anak menjadi 

Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif 

Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (5 Layanan)

2 8 4 2.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam 

Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

84,545,500 15,013,000 15,391,750 41,634,000 12,370,000 84,408,750 335,294,381 100 99.84

2 8 4 2.02

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan 

pendampingan

2 Lembaga 0 0 0 2 2 100

2 8 4 2.02 1

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

37,277,500 PAD 4,813,000 PAD 0 PAD 31,434,000 PAD 900,000 37,147,000 170,204,144 100 99.65

2 8 4 2.02 1

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan 

Pendampingan

1 Lembaga 0 Tersedianya anggaran

Pada Triwulan belum ada kegiatan, kegiatan baru 

dilaksanakan di Triwulan selanjutnya sesuai dengan 

alur anggaran kas

0 Koordinasi dan komunikasi dengan Pimpinan Anggaran kas tersedia di Triwulan III 1 Tersedianya Dukungan Sumber daya manusia

Dengan terjadinya efisiensi anggaran tetapi 

terkendala akses merubah target indikator kinerja 

untuk penyesuaian dengan kondisi anggaran hasil 

efisiensi sehingga mempengaruhi pencapaian target 

indikator kinerja tersebut.

0 tersediannya data dalam penyusunan laporan
data klien yang masuk belum teranalisis karena 

keterbatasan SDM
1 100

data klien yang masuk belum teranalisis karena 

keterbatasan SDM

2 8 4 2.02 2

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

47,268,000 PAD 10,200,000 PAD 15,391,750 PAD 10,200,000 PAD 11,470,000 47,261,750 165,090,237 100 99.99

2 8 4 2.02 2

Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat 

Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

5 Orang 1 Tersedianya anggaran Tidak ada hambatan 0 Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan Anggaran tersedia di Triwulan II 0 Tersedianya Sumber Daya

Efisiensi anggaran tidak dibarengi dengan 

penyesuaian target indikator kinerja (tidak ada akses 

untuk merubah target indikator kinerja pada RKPD)

4 Tersediannya Data dalam penyusunan laporan
data klien yang masuk belum teranalisis karena 

terbatasnya SDM
5 100

data klien yang masuk belum teranalisis karena 

terbatasnya SDM

100 99.84

ST ST 

2 8 4 2.03

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam 

Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

100,000,000 20,123,250 18,323,250 41,411,750 20,115,201 99,973,451 369,462,051 100 99.97

2 8 4 2.03
Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam 

mewujudkan KG dan Hak Anak
5 Layanan 1 1 1 2 5 100

2 8 4 2.03 1

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi 

Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan 

Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

100,000,000 PAD 20,123,250 PAD 18,323,250 PAD 41,411,750 PAD 20,115,201 99,973,451 369,462,051 100 99.97

2 8 4 2.03 1

Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan 

Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia

5 Layanan 1 Komunikasi dan Koordinasi dengan Atasan
Menunggu Terbitnya DPA dan RKA sehingga 

terhambatnya Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli
1 Koordinasi dan Komunikasi dengan Pimpinan Tidak Ada Penghambat karena Anggaran tersedia 1 Tersedianya anggaran kegiatan

Tempat layanan yang kurang representatif karena 1 

(satu) lokasi dengan UPTD PPA
2 Tersedianya anggaran kegiatan

Tempat layanan yang kurang representatif karena 1 

(satu) lokasi dengan UPTD PPA
5 100

Tempat layanan yang kurang representatif karena 

1 (satu) lokasi dengan UPTD PPA

100 99.97

ST ST 

100 99.91

ST ST 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 4) 

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 5
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN 

ANAK
46,453,000 2,724,000 7,105,380 12,154,000 24,001,140 45,984,520 262,539,320 100 98.99

2 8 5

Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam 

Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan 

Kebijakan

42% 0 0 0 42 42 100

Dokumen Data Gender dan Anak sudah tersusun, 

namun ada perubahan dalam indikator kerja 

program dan target indikator kerja program, maka di 

Triwulan IV realisasi target kinerja program baru 

dapat terealisasi

2 8 5 2.01

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian 

Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

46,453,000 2,724,000 7,105,380 12,154,000 24,001,140 45,984,520 262,539,320 100 98.99

2 8 5 2.01
Jumlah dokumen data gender dan anak 

kabupaten/kota yang tersedia
1 Dokumen 0 0 0 1 1 100

2 8 5 2.01 1
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan 

Kabupaten/Kota
46,453,000 PAD 2,724,000 PAD 7,105,380 PAD 12,154,000 PAD 24,001,140 45,984,520 262,539,320 100 98.99

2 8 5 2.01 1
Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak 

Kabupaten/Kota yang Tersedia
1 Dokumen 0

Ketersediaan anggaran sub kegiatan penyediaan 

data gender dan anak
Tidak ada faktor penghambat 0

Kesediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan 

Data Gender dan Anak

1. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan 

terhambatnya realisasi capaian kinerja dan 

keuangan 2. Proses Pengumpulan dan Penyusunan 

Data Gender dan Anak dari OPD dan Lembaga Terkait

0 Dukungan dari OPD untuk penyusunan dokumen data Gender dan Anak

Belum Optimalnya Pengumpulan Data Gender dan 

Anak sehingga dilaksanakan FGD pada OPD dan 

Lembaga Terkait

1 Dukungan Dari OPD untuk Penyusunan dokumen data gender dan Anak
Dokumen Data Gender dan Anak sudah tersusun di 

Rilis pada TW IV
1 100

Dokumen Data Gender dan Anak sudah tersusun di 

Rilis pada TW IV

100 98.99

ST ST 

100 98.99

ST ST 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 5) 

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 297,272,000 79,793,280 72,932,460 103,605,450 33,584,800 289,915,990 1,247,748,920 100 97.53

2 8 6 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 63,00 Indeks 0 0 0 68.27 68.27 108.37
Data IPHA 2024 Kota Samarinda diambil dari Data 

Kementerian PPPA RI

2 8 6 2.01

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 

Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

159,059,000 37,258,280 66,340,460 21,457,000 29,728,800 154,784,540 647,651,440 100 97.31

2 8 6 2.01 Dokumen KLA 7 Dokumen 0 0 7 0 7 100

2 8 6 2.01 1

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan 

Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

67,145,000 PAD 12,078,000 PAD 4,880,980 PAD 18,457,000 PAD 29,328,800 64,744,780 158,902,900 100 96.43

2 8 6 2.01 1

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi 

Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak 

pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media 

dan Dunia Usaha

40 Organisasi 20 Tersedia Anggaran pada Sub Kegiatan ini

1. Adanya efesiensi anggaran yang mengakibatkan 

terhambatnya kegiatan 2. Adanya perubahan pada 

Aplikasi E-Purchasing dari E-Catalogue V5 menjadi E-

Catalogue V6

Tersedia Anggaran pada Sub Kegiata ini

Adanya efisiensi anggaran yang membuat 

terhambatnya realisasi capaian kinerja dan 

anggaran

20

1. Adanya komitmen kepala daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(KLA) melalui penguatan pemenuhan hak anak. 2. Partisipasi aktif dinas terkait lainnya 

(Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup) 

dalam mengintegrasikan hak anak ke dalam program sektoral. 3. Dukungan dan 

Kolaborasi dari Dunia Usaha dan Media. 4. Dukungan dari tenaga ahli dan fasilitator 

yang dapat memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kebijakan. 5. Tersedianya 

alokasi anggaran dalam APBD untuk kegiatan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan 

pendampingan lembaga.

1. Pergantian pejabat atau personel sering 

menyebabkan tidak berlanjutnya komitmen dan 

pemahaman kebijakan yang telah dibangun. 2. 

Memperkuat peran Gugus Tugas KLA dan Forum 

Koordinasi Lintas Sektor untuk memastikan 

keberlanjutan program. 3. Dana untuk kegiatan 

advokasi dan pendampingan sering kali sangat 

terbatas dalam APBD.

0

1. Adanya komitmen kepala daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak 

Anak (KLA) melalui penguatan pemenuhan hak anak. 2. Partisipasi aktif dinas 

terkait lainnya (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan, dan 

Lingkungan Hidup) dalam mengintegrasikan hak anak ke dalam program sektoral. 

3. Dukungan dan Kolaborasi dari Dunia Usaha dan Media. 4. Dukungan dari tenaga 

ahli dan fasilitator yang dapat memberikan bimbingan teknis dan konsultasi 

kebijakan. 5. Tersedianya alokasi anggaran dalam APBD untuk kegiatan advokasi, 

sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan lembaga.

1. Pergantian pejabat atau personel sering 

menyebabkan tidak berlanjutnya komitmen dan 

pemahaman kebijakan yang telah dibangun. 2. 

Memperkuat peran Gugus Tugas KLA dan Forum 

Koordinasi Lintas Sektor untuk memastikan 

keberlanjutan program. 3. Dana untuk kegiatan 

advokasi dan pendampingan sering kali sangat 

terbatas dalam APBD.

40 100

1. Pergantian pejabat atau personel sering 

menyebabkan tidak berlanjutnya komitmen dan 

pemahaman kebijakan yang telah dibangun. 2. 

Memperkuat peran Gugus Tugas KLA dan Forum 

Koordinasi Lintas Sektor untuk memastikan 

keberlanjutan program. 3. Dana untuk kegiatan 

advokasi dan pendampingan sering kali sangat 

terbatas dalam APBD.

2 8 6 2.01 2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan 

Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
91,914,000 PAD 25,180,280 PAD 61,459,480 PAD 3,000,000 PAD 400,000 90,039,760 488,748,540 100 97.96

2 8 6 2.01 2

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

7 Dokumen Tersedianya Anggaran pada sub kegiatan ini
Adanya efisiensi anggaran yang menghambat 

capaian kinerja dan anggaran

Ketersediaan Dana yang cukup untuk mendukung Sub 

Kegiatan

1. Adanya perubahan Aplikasi E-Purchasing dari E-

Catalogie V5 menjadi E-Catalogue V6 2. Adanya 

keterhambatan dalam proses pengadaan barang dan 

jasa

4

Komitmen Pemerintah Daerah Ketersediaan Anggaran Sumber Daya Manusia yang 

Kompeten Dukungan Lintas Sektor Data dan Informasi yang Terintegrasi Pemanfaatan 

Teknologi Informasi Monitoring dan Evaluasi Berkala

Kurangnya pemahaman dan komitmen aparatur 

Koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 

yang lemah Kurangnya partisipasi masyarakat dan 

dunia usaha

3

Komitmen Pemerintah Daerah Ketersediaan Anggaran Sumber Daya Manusia yang 

Kompeten Dukungan Lintas Sektor Data dan Informasi yang Terintegrasi 

Pemanfaatan Teknologi Informasi Monitoring dan Evaluasi Berkala

Kurangnya pemahaman dan komitmen aparatur 

Koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 

yang lemah Kurangnya partisipasi masyarakat dan 

dunia usaha

7 100

Kurangnya pemahaman dan komitmen aparatur 

Koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat 

Daerah) yang lemah Kurangnya partisipasi 

masyarakat dan dunia usaha

100 97.31

ST ST 

2 8 6 2.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota

138,213,000 42,535,000 6,592,000 82,148,450 3,856,000 135,131,450 600,097,480 100 97.77

2 8 6 2.02

Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak

20 Lembaga 10 0 10 0 20 100

2 8 6 2.02 1
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
38,121,000 PAD 13,605,000 PAD 0 PAD 23,298,880 PAD 600,000 37,503,880 222,844,010 100 98.38

2 8 6 2.02 1

Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

150 Orang 92 Tersediannya Anggaran pada sub kegiatan ini
1. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan 

terhambatnya capaian kinerja dan anggaran
Tersedianya anggaran Tidak ada hambatan 58

1. Adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung penyediaan layanan bagi anak, 

seperti Kota Layak Anak (KLA), perlindungan anak, dan pencegahan kekerasan. 2. 

Integrasi isu anak ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra OPD, dan 

RKPD), sehingga kegiatan memiliki dasar hukum dan arah yang jelas. 3. Kepemimpinan 

kepala daerah yang memiliki perhatian terhadap isu anak dan keluarga. 4. Tersedianya 

anggaran khusus dalam APBD Kabupaten/Kota untuk kegiatan layanan anak.

1. Belum adanya sistem koordinasi terpadu dalam 

penanganan anak, sehingga kegiatan masih berjalan 

sektoral. 2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat 

terhadap pentingnya perlindungan dan peningkatan 

kualitas hidup anak.

0

1. Adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung penyediaan layanan bagi 

anak, seperti Kota Layak Anak (KLA), perlindungan anak, dan pencegahan 

kekerasan. 2. Integrasi isu anak ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, 

Renstra OPD, dan RKPD), sehingga kegiatan memiliki dasar hukum dan arah yang 

jelas. 3. Kepemimpinan kepala daerah yang memiliki perhatian terhadap isu anak 

dan keluarga. 4. Tersedianya anggaran khusus dalam APBD Kabupaten/Kota untuk 

kegiatan layanan anak.

1. Belum adanya sistem koordinasi terpadu dalam 

penanganan anak, sehingga kegiatan masih berjalan 

sektoral. 2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat 

terhadap pentingnya perlindungan dan peningkatan 

kualitas hidup anak.

150 100

1. Belum adanya sistem koordinasi terpadu dalam 

penanganan anak, sehingga kegiatan masih 

berjalan sektoral. 2. Masih rendahnya kepedulian 

masyarakat terhadap pentingnya perlindungan 

dan peningkatan kualitas hidup anak.

2 8 6 2.02 2

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

18,500,000 PAD 2,200,000 PAD 0 PAD 14,482,000 PAD 1,706,000 18,388,000 18,388,000 100 99.39

2 8 6 2.02 2

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota

1 Dokumen Dokumen Tersedianya Anggaran Adanya Efisiensi Anggaran 0 Tersedianya Anggaran Tidak ada hambatan 1

1. Adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah dalam mendukung pelaksanaan 

program peningkatan kualitas hidup anak. 2. Dukungan kebijakan dan regulasi daerah, 

seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), atau Surat Keputusan 

(SK) Tim Koordinasi Perlindungan Anak dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak. 3. 

Pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang rutin dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan fasilitator, pendamping, dan aparat desa dalam mengimplementasikan 

program peningkatan kualitas hidup anak. 4. Dukungan dari Tenaga Ahli, Fasilitator, 

dan Narasumber dari kementerian, provinsi, atau lembaga mitra yang membantu 

proses pendampingan di daerah. 5. Adanya Forum Anak di tingkat kota/kabupaten, 

kecamatan, dan kelurahan/desa yang berfungsi sebagai wadah aspirasi dan pelibatan 

anak dalam perencanaan kegiatan. 6. Tersedianya media informasi dan komunikasi 

seperti media sosial, radio, dan portal berita daerah untuk mendukung kampanye 

peningkatan kualitas hidup anak. 7. Umpan balik dari masyarakat dan forum anak yang 

digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kegiatan di lapangan.

1. Rotasi dan mutasi pegawai menyebabkan 

kesinambungan pelaksanaan program sering 

terputus dan memerlukan proses adaptasi ulang. 2. 

Dukungan anggaran dari APBD masih minim, sehingga 

ruang gerak pelaksanaan kegiatan pendampingan 

dan sinkronisasi menjadi terbatas. 3. Keterlibatan 

masyarakat, forum anak, dan dunia usaha belum 

optimal dalam mendukung program pendampingan.

0

1. Adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah dalam mendukung pelaksanaan 

program peningkatan kualitas hidup anak. 2. Dukungan kebijakan dan regulasi 

daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), atau 

Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Perlindungan Anak dan Gugus Tugas 

Kabupaten/Kota Layak Anak. 3. Pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang rutin 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fasilitator, pendamping, dan aparat 

desa dalam mengimplementasikan program peningkatan kualitas hidup anak. 4. 

Dukungan dari Tenaga Ahli, Fasilitator, dan Narasumber dari kementerian, 

provinsi, atau lembaga mitra yang membantu proses pendampingan di daerah. 5. 

Adanya Forum Anak di tingkat kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa 

yang berfungsi sebagai wadah aspirasi dan pelibatan anak dalam perencanaan 

kegiatan. 6. Tersedianya media informasi dan komunikasi seperti media sosial, 

radio, dan portal berita daerah untuk mendukung kampanye peningkatan kualitas 

hidup anak. 7. Umpan balik dari masyarakat dan forum anak yang digunakan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kegiatan di lapangan.

1. Rotasi dan mutasi pegawai menyebabkan 

kesinambungan pelaksanaan program sering 

terputus dan memerlukan proses adaptasi ulang. 2. 

Dukungan anggaran dari APBD masih minim, sehingga 

ruang gerak pelaksanaan kegiatan pendampingan 

dan sinkronisasi menjadi terbatas. 3. Keterlibatan 

masyarakat, forum anak, dan dunia usaha belum 

optimal dalam mendukung program pendampingan.

1 100

1. Rotasi dan mutasi pegawai menyebabkan 

kesinambungan pelaksanaan program sering 

terputus dan memerlukan proses adaptasi ulang. 

2. Dukungan anggaran dari APBD masih minim, 

sehingga ruang gerak pelaksanaan kegiatan 

pendampingan dan sinkronisasi menjadi terbatas. 

3. Keterlibatan masyarakat, forum anak, dan 

dunia usaha belum optimal dalam mendukung 

program pendampingan.

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 6 2.02 3

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

46,492,000 PAD 18,933,000 PAD 1,290,000 PAD 24,312,210 PAD 750,000 45,285,210 183,170,910 100 97.4

2 8 6 2.02 3

Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi 

(KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota

1 Dokumen Dokumen Tersedianya Anggaran
Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan 

terhambatnya proses pengadaan barang dan jasa
Ketersediaan anggaran untuk mengikuti kegiatan

Adanya perubahan aplikasi E-Purchasing dari E-

Catalogue V5 menjadi E-Catalogue V6
1

1. Dukungan kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan, 

seperti SK Gugus Tugas Kota/Kabupaten Layak Anak, Peraturan Wali Kota, atau Perda 

tentang Perlindungan Anak. 2. Arahan dan perhatian khusus dari pimpinan OPD (Dinas 

PPPA) terhadap pentingnya penyebarluasan informasi dan edukasi bagi lembaga 

layanan anak. 3. Pelatihan dan bimbingan teknis yang rutin dilakukan oleh pemerintah 

daerah maupun provinsi untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaksana KIE. 4. 

Tersedianya berbagai media publikasi dan kanal informasi seperti website resmi OPD, 

media sosial, radio lokal, baliho, spanduk, dan leaflet yang membantu penyebaran 

pesan KIE. 5. Forum Anak di berbagai tingkatan (kota, kecamatan, kelurahan) turut 

berperan dalam penyebarluasan informasi dan kampanye hak anak.

1. Materi edukasi sering masih bersifat umum, belum 

terfokus pada isu aktual anak di daerah (seperti 

perundungan, pernikahan usia anak, atau gizi buruk). 

2. Kurangnya inovasi dalam metode penyampaian 

pesan, sehingga kegiatan KIE belum sepenuhnya 

menarik perhatian masyarakat dan lembaga 

layanan. 3. Forum Anak di tingkat kelurahan/desa 

belum seluruhnya berfungsi secara optimal, sehingga 

pelibatan anak dalam kegiatan edukasi masih 

terbatas.

0

1. Dukungan kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan 

kegiatan, seperti SK Gugus Tugas Kota/Kabupaten Layak Anak, Peraturan Wali 

Kota, atau Perda tentang Perlindungan Anak. 2. Arahan dan perhatian khusus dari 

pimpinan OPD (Dinas PPPA) terhadap pentingnya penyebarluasan informasi dan 

edukasi bagi lembaga layanan anak. 3. Pelatihan dan bimbingan teknis yang rutin 

dilakukan oleh pemerintah daerah maupun provinsi untuk meningkatkan kapasitas 

SDM pelaksana KIE. 4. Tersedianya berbagai media publikasi dan kanal informasi 

seperti website resmi OPD, media sosial, radio lokal, baliho, spanduk, dan leaflet 

yang membantu penyebaran pesan KIE. 5. Forum Anak di berbagai tingkatan (kota, 

kecamatan, kelurahan) turut berperan dalam penyebarluasan informasi dan 

kampanye hak anak.

1. Materi edukasi sering masih bersifat umum, belum 

terfokus pada isu aktual anak di daerah (seperti 

perundungan, pernikahan usia anak, atau gizi buruk). 

2. Kurangnya inovasi dalam metode penyampaian 

pesan, sehingga kegiatan KIE belum sepenuhnya 

menarik perhatian masyarakat dan lembaga 

layanan. 3. Forum Anak di tingkat kelurahan/desa 

belum seluruhnya berfungsi secara optimal, sehingga 

pelibatan anak dalam kegiatan edukasi masih 

terbatas.

1 100

1. Materi edukasi sering masih bersifat umum, 

belum terfokus pada isu aktual anak di daerah 

(seperti perundungan, pernikahan usia anak, atau 

gizi buruk). 2. Kurangnya inovasi dalam metode 

penyampaian pesan, sehingga kegiatan KIE belum 

sepenuhnya menarik perhatian masyarakat dan 

lembaga layanan. 3. Forum Anak di tingkat 

kelurahan/desa belum seluruhnya berfungsi 

secara optimal, sehingga pelibatan anak dalam 

kegiatan edukasi masih terbatas.

2 8 6 2.02 4

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

35,100,000 PAD 7,797,000 PAD 5,302,000 PAD 20,055,360 PAD 800,000 33,954,360 175,694,560 100 96.74

2 8 6 2.02 4

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar 

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

1 Dokumen Dokumen Adanya anggaran
Adanya efisiensi anggaran sehingga capaian kinerja 

dan anggaran terhambat
Tersedianya Anggaran

1. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan 

terhambatnya capaian kinerja dan anggaran 2. 

Adanya perubahan pada Aplikasi E-Purchasing dari E-

Catalogue V5 menjadi E-Catalogue V6

1

1. Adanya dukungan kebijakan dan regulasi daerah yang mendorong peningkatan 

kualitas hidup anak. 2. Tersedianya tenaga yang memiliki kapasitas dan kepedulian 

terhadap isu perlindungan dan kesejahteraan anak. 3. Adanya alokasi anggaran daerah 

(APBD) 4. Adanya pedoman, panduan teknis, serta regulasi dari pemerintah pusat 

(misalnya dari KemenPPPA) yang memperkuat arah pelaksanaan kegiatan di daerah

1. Sebagian lembaga belum memiliki pemahaman 

yang sama terkait tugas, fungsi, dan batas 

kewenangan dalam upaya peningkatan kualitas 

hidup anak. 2. Tingginya beban kerja petugas 

sehingga koordinasi lintas sektor sering terabaikan.

0

1. Adanya dukungan kebijakan dan regulasi daerah yang mendorong peningkatan 

kualitas hidup anak. 2. Tersedianya tenaga yang memiliki kapasitas dan 

kepedulian terhadap isu perlindungan dan kesejahteraan anak. 3. Adanya alokasi 

anggaran daerah (APBD) 4. Adanya pedoman, panduan teknis, serta regulasi dari 

pemerintah pusat (misalnya dari KemenPPPA) yang memperkuat arah pelaksanaan 

kegiatan di daerah

1. Sebagian lembaga belum memiliki pemahaman 

yang sama terkait tugas, fungsi, dan batas 

kewenangan dalam upaya peningkatan kualitas 

hidup anak. 2. Tingginya beban kerja petugas 

sehingga koordinasi lintas sektor sering terabaikan.

1 100

1. Sebagian lembaga belum memiliki pemahaman 

yang sama terkait tugas, fungsi, dan batas 

kewenangan dalam upaya peningkatan kualitas 

hidup anak. 2. Tingginya beban kerja petugas 

sehingga koordinasi lintas sektor sering 

terabaikan.

100 97.77

ST ST 

100 97.53

ST ST 

2 8 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2,499,025,000 46,188,000 76,765,600 608,373,910 1,617,137,750 2,348,465,260 3,002,420,048 126.28 93.98

2 8 7 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 81,16 Indeks 0 0 0 90.91 90.91 112.01

Data Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang 

tersedian adalah data Tahun 2024: 90,91 sumber 

data : Kemen ppa RI untuk tahun 2025 belum 

terdapat data tersebut

2 8 7
Persentase Anak Korban Kekerasan Yang 

Mendapatkan Layanan Komprehensif
88,24 % 0 0 0 98.64 98.64 111.79

Data Kasus Kekerasan Jumlah Korban usia anak yang 

ditangani UPTD PPA ( s/d Desember) 219 Anak / 

Jumlah Korban berdasarkan data Simfoni (s/d 

Desember) 222 Anak x 100% = 98.64

2 8 7 2.01

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang 

Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

111,874,000 3,125,000 400,000 38,530,000 65,051,500 107,106,500 190,279,351 100 95.74

2 8 7 2.01
Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup 

daerah kabupaten/kota
120 Kasus 25 62 56 37 180 150

2 8 7 2.01 3

Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk 

mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan 

layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA

111,874,000 PAD 3,125,000 PAD 400,000 PAD 38,530,000 PAD 65,051,500 107,106,500 190,279,351 100 95.74

2 8 7 2.01 3 Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 4 Kegiatan 2
Ketersedian Anggaran, Koordinasi dengan 

Stakeholder berjalan baik, adanya jadwal kegiatan.

1. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan 

terhambatnya capaian realisasi kinerja dan realisasi 

keuangan. 2. Kegiatan sudah berjalan namun proses 

administrasi keuangan baru akan terealisasi di 

Triwulan II.

1
Ketersediaan Anggaran, Koordinasi dengan 

Stakeholder berjalan baik, adanya jadwal kegiatan

Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan 

kegiatan disesuaikan dengan pergeseran anggaran 

kas

1
Kegiatan dapat terlaksana seusai dengan jadwal kegiatan, adanya penambahan 

anggaran sehingga jumlah kegiatan yang dilaksanakan juga bertambah

Sebagian aparatur pemerintah, baik di tingkat 

kecamatan maupun kelurahan/desa, belum 

sepenuhnya memahami indikator dan tujuan DRPPA. 

Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga 

non-pemerintah dalam mendukung program DRPPA 

belum optimal. Kurangnya sosialisasi dan 

pendekatan partisipatif di tingkat akar rumput.

0
Kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal kegiatan adanya penambahan 

anggaran sehingga jumlah kegiatan yang dilaksanakan juga bertambah

Sebagian aparatur pemerintah, baik di tingkat 

kecamatan maupun kelurahan/desa, belum 

sepenuhnya memahami indikator dan tujuan DRPPA. 

Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga 

non-pemerintah dalam mendukung program DRPPA 

belum optimal. Kurangnya sosialisasi dan 

pendekatan partisipatif di tingkat akar rumput.

4 100

Sebagian aparatur pemerintah, baik di tingkat 

kecamatan maupun kelurahan/desa, belum 

sepenuhnya memahami indikator dan tujuan 

DRPPA. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, 

dan lembaga non-pemerintah dalam mendukung 

program DRPPA belum optimal. Kurangnya 

sosialisasi dan pendekatan partisipatif di tingkat 

akar rumput.

100 95.74

ST ST 

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 6) 

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)/

Kegiatan

(Output)

Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp Sumber K Rp

Dana Dana Dana Dana

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

2 8 7 2.02

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2,281,974,000 38,226,000 76,365,600 471,480,910 1,551,936,250 2,138,008,760 2,526,334,360 178.83 93.69

2 8 7 2.02 Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan 1.60 Persen 0.009 0.0233 0.0346 0.931 0.9979 62.37

2 8 7 2.02 5

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi 

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

392,932,000 PAD 38,226,000 PAD 76,365,600 PAD 124,999,660 PAD 121,759,000 361,350,260 520,775,860 257.65 91.96

2 8 7 2.02 5 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 85 Orang 42

- Adanya anggaran yang tersedia di sub kegiatan - 

Data kasus kekerasan merujuk pada kasus kekerasan 

pada Triwulan I pada Aplikasi Simfoni PPA - Data 

kasus kekerasan merujuk pada kasus kekerasan pada 

Triwulan I yang terlayani di UPTD PPA

- Efisiensi anggaran merujuk pada Peraturan Wali 

Kota Samarinda - Peralihan Aplikasi E-Purchasing dari 

E-Catalogue V.5 ke E-Catalogue V.6

60

Tersedianya anggaran serta adanya tenaga yang 

berpengalaman dalam menjalankan tugas dan fungsi 

dalam melaksanakan kegiatan pendampingan, 

mediasi dan penjangkauan kasus kekerasan 

terhadap anak

- Adanya efisiensi anggaran mengikuti Peraturan Wali 

Kota Samarinda, sehingga beberapa kegiatan baru 

akan dilaksanakan pada Triwulan 3 - Adanya 

peralihan pelaksanaan E-Purchasing dari Aplikasi E-

Catalogue V.5 ke E-Catalogue V.6 - Kegiatan akan 

dilanjutkan pada Triwulan III

55

- Adanya kebijakan dan regulasi mendukung perlindungan Perempuan dan Anak - 

Adanya SOP dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak - Anggaran 

yang tersedia untuk dapat melaksanakan kegiatan operasional di lapangan terkait 

layanan di UPTD PPA

Kurangnya kanal pengaduan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak sampai dengan grassroot 

(sampai tingkat RT)

62
- Adanya kebijakan dan regulasi mendukung perlindungan perempuan dan anak - 

Adanya SOP dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kurangnya kanal pengaduan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak sampai dengan grassroot 

(sampai tingkat RT)

219 257.65

Kurangnya kanal pengaduan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak sampai dengan grassroot 

(sampai tingkat RT)

2 8 7 2.02 7 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 1,889,042,000 PAD 0 PAD 0 DAK Fisik 346,481,250 PAD 1,430,177,250 1,776,658,500 1,776,658,500 100 94.05

2 8 7 2.02 7 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 7 Layanan 0

Adanya data Jumlah kasus dan layanan, adanya 

Ketersediaan Anggaran, adanya koordinasi 

penjadwalan anggaran

1. Didalam sub kegiatan ini terdapat Dana DAK Non 

Fisik dan Fisik, untuk Dak Non Fisik belum 

dilaksanakan karena menyesuaikan dengan rincian 

pada Aplikasi KRISNA dan ALAMANDA, sehingga akan 

dilaksanakan pada DPA Perubahan pada Triwulan III 

dan Triwulan IV, namun pada kegiatan tetap 

dijalankan di Triwulan I dan Triwulan II 2. Untuk DAK 

Fisik pelaksanaan pekerjaan dimulai di bulan Maret 

Tahun 2025.

0 Ketersediaan Anggaran DAK Non Fisik dan DAK Fisik

1. Didalam sub kegiatan ini terdapat Dana DAK Non 

Fisik dan Fisik, untuk Dak Non Fisik belum 

dilaksanakan karena menyesuaikan dengan rincian 

pada Aplikasi KRISNA dan ALAMANDA, sehingga akan 

dilaksanakan pada DPA Perubahan pada Triwulan III 

dan Triwulan IV, namun pada kegiatan tetap 

dijalankan di Triwulan I dan Triwulan II. 2. 

Pembayaran salur 1 menunggu review inspektorat di 

Bulan Juli Tahun 2025, sehingga baru dapat 

0
Ketersediaan Anggaran DAK Fisik untuk Renovasi UPTD PPA, dan DAK Non Fisik Untuk 

Pelaksaanaan Kegiatan Pelayanan UPTD PPA

Adanya ketidaksesuaian Rincian sub Menu pada 

Aplikasi Krisna DAK F/NF dengan Aplikasi Alamanda 

pada DAK Non Fisik sehingga diajukan perubahan 

kegiatan menyesuaikan pada Aplikasi Krisna, dan 

sudah dilakukan penginputan SIPD untuk anggaran 

perubahan

7
Ketersediaan Anggaran DAK Fisik untuk Renovasi UPTD PPA dan DAK Non Fisik untuk 

Pelaksanaan Kegiatan UPTD PPA
Kegiatan telah terlaksana pada TW IV 7 100 Kegiatan telah terlaksana pada TW IV

178.83 93.69

ST ST 

2 8 7 2.03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 

Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

105,177,000 4,837,000 0 98,363,000 150,000 103,350,000 285,806,337 100 98.26

2 8 7 2.03
Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan 

Pelatihan
2 Lembaga 0 0 2 0 2 100

2 8 7 2.03 6

Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia 

layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK 

tingkat daerah kabupaten/

105,177,000 PAD 4,837,000 PAD 0 DAK Non Fisik 98,363,000 DAK Non Fisik 150,000 103,350,000 285,806,337 100 98.26

2 8 7 2.03 6

Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan 

mendapatkan sertifikat Perlindungan dan 

Penanganan AMPK

80 Orang 0
Ketersediaan Anggaran, Koordinasi dengan 

Stakeholder Berjalan dengan baik

1. Adanya efisiensi anggarna yang mengakibatkan 

terhambatnya kegiatan sehingga berdampak pada 

Capaian realisasi Kinerja dan anggaran. 2. Jadwal 

kegiatan harus berdasarkan anggaran kas yang 

jumlahnya sudah ditentukan Pertriwulan.

0
Ketersediaan Anggaran DAK Non Fisik, Koordinasi 

dengan Stakeholder berjalan dengan baik

Kegiatan harus berdasarkan Anggaran Kas 

berdasarkan Triwulan III
80

Tersedianya Dana Pelayanan PPA DAK Non Fisik TA, 2025 pada Kegiatan Penguatan 

Data dan kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak sehingga 

Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus In House Training bagi 80 Orang Petugas 

Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dapat terlaksana

Adanya Efesiensi Anggaran sehingga beberapa 

kegiatan harus disesuaikan dengan jumlah anggaran 

yang ada

0

Tersedianya Dana Pelayanan PPA DAK Non Fisik TA, 2025 pada Kegiatan Penguatan 

Data dan kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak sehingga 

Pelatihan Manajemen dan Penanganan kasus In House Training bagi 80 Orang 

Petugas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dapat terlaksana

Kegiatan telah terlaksanan pada TW III 80 100 Kegiatan telah terlaksanan pada TW III

100 98.26

ST ST 

126.28 93.98

ST ST 

0 1,789,181,635 0 1,619,853,759 0 3,383,232,977 0 4,409,939,749 11,202,208,120

101.83 90.89

ST T 

2.08.2.13

.0.00.04.

0000

Dinas 

Pembe

rdayaa

n 

Perem

puan 

dan 

Perlind

ungan 

Anak 

Kota 

Samari

nda

12,325,232,162 1,789,181,635 1,619,853,759 3,383,232,977 4,409,939,749 101.83 90.89

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 7) 

Predikat Kinerja

K RpFaktor Pendorong Faktor Penghambat K Rp K Rp

Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025) Faktor pendorong penghambatnya

K Rp Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Tingkat

Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RKPD Tahun

2025 (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran RPJMD

Kota s/d Tahun 2025

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)

Realisasi

Capaian

Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota yang

Dievaluasi (2025)

Triwulan

4

Triwulan

3

Triwulan

2

Triwulan

1

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Target Kinerja

dan Anggaran

RKPD Kota Tahun

berjalan yg

dievaluasi (2025)

Kode Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan)
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2.3  Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

Isu-Isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan 

eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun 

terakhir, serta permasalahan yang masih di hadapi ke depan dengan 

mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan 

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi 

intentitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang 

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak 

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 

Rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Samarinda yang dihasilkan selaras dengan Visi dan 

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta kebijakan 

pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2025-2029 sebagai berikut : 

1. Masih terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak- hakanak, 

seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan 

hokum (ABH); 

2. Munculnya berbagai tindak kekerasandi media online seperti pornografi, 

pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber 

crime; 

3. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari 

persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran; 

4. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak; 

5. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator 

Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota; 
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6. Masih Adanya Kasus TPPO; 

7. Adanya kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRTN dan 

Kekerasan Terhadap Perempuan; 

8. Tingginya Potensi Tindak Perdagangan Orang; 

9. Masih kurangnya partisipasi perempuan dilembaga legislative; 

10. Masih rendahnya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, Lansia, 

dan Perempuan. 

 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 

Samarinda Tahun 2026 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan 

pembangunan (Musrenbang) berdasarkan usulan program dan kegiatan dari 

Perangkat Daerah yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Samarinda Tahun 2026 yang memuat usulan program dan 

kegiatan tahun 2026, yang terdiri dari 7 program dan 20 kegiatan. Usulan 

program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota untuk disusun 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026 

dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Tabel 

Terlampir). 
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Tabel 2.3 (T-C 31) 
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 

Kota Samarinda 

 
 

No. Indikator Target Pagu Indikati f Indikator Target Kebutuhan Dana Catatan

Kinerja Capaian (Rp.) Kinerja Capaian (Rp.) Penting

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Samarinda IKM 91 8,701,196,480 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Samarinda IKM 91 8,701,196,480

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Samarinda Nilai AKIP 74.50 120,000,000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Samarinda Nilai AKIP 74.50 120,000,000

Penyusunan   Dokumen   Perencanaan   Perangkat Daerah Samarinda Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 
17 Dokumen                      75,000,000 Penyusunan   Dokumen   Perencanaan   Perangkat Daerah Samarinda Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 
17 Dokumen                 75,000,000 

Koordinas i    dan   Penyusunan   Laporan   Capaian Kinerja  dan Ikhtisar Real isas i  

Kinerja  SKPD

Samarinda Jumlah Laporan Capaian Kinerja  dan 

Ikhtisar Real isas i  Kinerja  SKPD dan 

Laporan Has i l  Koordinas i  Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja  dan Ikhtisar 

Real isas i  Kinerja  SKPD

3 Laporan                      15,000,000 Koordinas i    dan   Penyusunan   Laporan   Capaian Kinerja  dan Ikhtisar Real isas i  

Kinerja  SKPD

Samarinda Jumlah Laporan Capaian Kinerja  dan 

Ikhtisar Real isas i  Kinerja  SKPD dan 

Laporan Has i l  Koordinas i  Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja  dan Ikhtisar 

Real isas i  Kinerja  SKPD

3 Laporan                 15,000,000 

Evaluas i  Kinerja  Perangkat Daerah Samarinda Jumlah Laporan Evaluas i  Kinerja  

Perangkat Daerah
4 Laporan                      15,000,000 Evaluas i  Kinerja  Perangkat Daerah Samarinda Jumlah Laporan Evaluas i  Kinerja  

Perangkat Daerah
4 Laporan                 15,000,000 

 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu 

dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Samarinda Jumlah Beri ta  Acara  Has i l  Forum 

Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang 

Urusan yang Diampu dalam Rangka 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2 Berita Acara                      15,000,000  Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu 

dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Samarinda Jumlah Beri ta  Acara  Has i l  Forum 

Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang 

Urusan yang Diampu dalam Rangka 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2 Berita Acara                 15,000,000 

Program/Kegiatan

Has i l  Anal is is  Kebutuhan

Lokas i Program/Kegiatan Lokas i
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No. Indikator Target Pagu Indikati f Indikator Target Kebutuhan Dana Catatan

Kinerja Capaian (Rp.) Kinerja Capaian (Rp.) Penting

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Samarinda Jumlah Laporan 12 laporan                6,918,942,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Samarinda Jumlah Laporan 12 laporan 6,918,942,000

Penyediaan Gaji  dan Tunjangan ASN Samarinda Jumlah Orang yang Menerima Gaji  dan 

Tunjangan ASN
40 orang/bulan                6,166,697,000 Penyediaan Gaji  dan Tunjangan ASN Samarinda Jumlah Orang yang Menerima Gaji  dan 

Tunjangan ASN
40 orang/bulan           6,166,697,000 

Penyediaan Adminis tras i  Pelaksanaan Tugas  ASN Samarinda Jumlah Dokumen Has i l  Penyediaan 

Adminis tras i  Pelaksanaan Tugas  ASN
14 Dokumen                    702,245,000 Penyediaan Adminis tras i  Pelaksanaan Tugas  ASN Samarinda Jumlah Dokumen Has i l  Penyediaan 

Adminis tras i  Pelaksanaan Tugas  ASN
14 Dokumen               702,245,000 

Koordinas i   dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan Akhir Tahun SKPD Samarinda Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Has i l  Koordinas i  

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

5 Laporan                      50,000,000 Koordinas i   dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan Akhir Tahun SKPD Samarinda Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Has i l  Koordinas i  

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

5 Laporan                 50,000,000 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Samarinda Jumlah pegawai 44 orang 204,000,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Samarinda Jumlah pegawai 44 orang 204,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas  Beserta  Atribut Kelengkapannya Samarinda Jumlah Paket Pakaian Dinas  beserta  

Atribut Kelengkapan
104 Paket 104,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas  Beserta  Atribut Kelengkapannya Samarinda Jumlah Paket Pakaian Dinas  beserta  

Atribut Kelengkapan
104 Paket 104,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai  Berdasarkan Tugas  dan Fungs i Samarinda Jumlah Pegawai  Berdasarkan Tugas  

dan Fungs i  yang Mengikuti  Pendidikan 

dan Pelatihan 

10 Orang 50,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai  Berdasarkan Tugas  dan Fungs i Samarinda Jumlah Pegawai  Berdasarkan Tugas  dan 

Fungs i  yang Mengikuti  Pendidikan dan 

Pelatihan 

10 Orang 50,000,000

Bimbingan Teknis  Implementas i  Peraturan Perundang-Undangan Samarinda Jumlah Orang yang Mengikuti  

Bimbingan Teknis  Implementas i  

Peraturan Perundang-Undangan

5 Orang 50,000,000 Bimbingan Teknis  Implementas i  Peraturan Perundang-Undangan Samarinda Jumlah Orang yang Mengikuti  Bimbingan 

Teknis  Implementas i  Peraturan 

Perundang-Undangan

5 Orang 50,000,000

Administrasi Umum Perangkat Daerah
Samarinda Jumlah laporan 4 laporan 303,254,480 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Samarinda Jumlah laporan 4 laporan 303,254,480

Penyediaan Komponen Insta las i  Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor Samarinda Jumlah Paket Komponen Insta las i  

Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

3 Paket 6,000,000 Penyediaan Komponen Insta las i  Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor Samarinda Jumlah  Paket Komponen Insta las i  

Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

3 Paket 6,000,000

Penyediaan Pera latan dan Perlengkapan Kantor Samarinda Jumlah Paket Pera latan dan 

Perlengkapan Kantor yang Disediakan
2 Paket 21,854,540 Penyediaan Pera latan dan Perlengkapan Kantor Samarinda Jumlah Paket Pera latan dan 

Perlengkapan Kantor yang Disediakan
2 Paket 21,854,540

Penyediaan Bahan Logis tik Kantor Samarinda Jumlah Paket Bahan Logis tik Kantor 

yang Disediakan
5 Paket 10,000,000 Penyediaan Bahan Logis tik Kantor Samarinda Jumlah Paket Bahan Logis tik Kantor yang 

Disediakan
5 Paket 10,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Samarinda Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
4 Paket 21,854,540 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Samarinda Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
4 Paket 21,854,540

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Samarinda Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan

2 Dokumen 10,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Samarinda Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan

2 Dokumen 10,000,000

Fas i l i tas i  Kunjungan Tamu Samarinda Jumlah Laporan Fas i l i tas i  Kunjungan 

Tamu
1 Laporan 15,000,000 Fas i l i tas i  Kunjungan Tamu Samarinda Jumlah Laporan Fas i l i tas i  Kunjungan 

Tamu
1 Laporan 15,000,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinas i  dan Konsultas i  SKPD Samarinda Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinas i  dan Konsultas i  SKPD
10 Laporan 218,545,400 Penyelenggaraan Rapat Koordinas i  dan Konsultas i  SKPD Samarinda Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinas i  dan Konsultas i  SKPD
10 Laporan 218,545,400

Program/Kegiatan

Has i l  Anal is i s  Kebutuhan

Lokas i Program/Kegiatan Lokas i
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No. Indikator Target Pagu Indikati f Indikator Target Kebutuhan Dana Catatan

Kinerja Capaian (Rp.) Kinerja Capaian (Rp.) Penting

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Samarinda Laporan rencana kebutuhan barang 1 laporan 810,000,000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Samarinda Laporan rencana kebutuhan barang 1 laporan 810,000,000

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas  atau Kendaraan Dinas  Jabatan Samarinda Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 

Dinas  atau Kendaraan Dinas  Jabatan 

yang Disediakan

2 unit 500,000,000 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas  atau Kendaraan Dinas  Jabatan Samarinda Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas  

atau Kendaraan Dinas  Jabatan yang 

Disediakan

2 unit 500,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas  Operas ional  atau Lapangan Samarinda Jumlah Unit Kendaraan Dinas  

Operas ional  atau Lapangan yang 

Disediakan

2 unit 250,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas  Operas ional  atau Lapangan Samarinda Jumlah Unit Kendaraan Dinas  

Operas ional  atau Lapangan yang 

Disediakan

2 unit 250,000,000

Pengadaan Mebel Samarinda Jumlah Paket Mebel  yang Disediakan 4 unit 50,000,000 Pengadaan Mebel Samarinda Jumlah Paket Mebel  yang Disediakan 4 unit 50,000,000

Pengadaan Pera latan dan Mes in La innya Samarinda Jumlah Unit Pera latan dan Mes in 

La innya yang Disediakan
1 unit 10,000,000 Pengadaan Pera latan dan Mes in La innya Samarinda Jumlah Unit Pera latan dan Mes in La innya 

yang Disediakan
1 unit 10,000,000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Samarinda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan
2 laporan 160,000,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Samarinda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan
2 laporan 160,000,000

Penyediaan Jasa  Komunikas i , Sumber Daya Air dan Lis trik Samarinda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  

Komunikas i , Sumber Daya Air dan 

Lis trik yang Disediakan

3 Laporan 10,000,000 Penyediaan Jasa  Komunikas i , Sumber Daya Air dan Lis trik Samarinda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  

Komunikas i , Sumber Daya Air dan Lis trik 

yang Disediakan

3 Laporan 10,000,000

Penyediaan Jasa  Pelayanan Umum Kantor Samarinda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

11 Laporan 150,000,000 Penyediaan Jasa  Pelayanan Umum Kantor Samarinda Jumlah laporan penyediaan jasa  

pelayanan umum kantor yang disediakan
12 Laporan 150,000,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Samarinda Jumlah Laporan Pemeliharaan 4 laporan 185,000,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Samarinda Jumlah Laporan Pemeliharaan 4 laporan 185,000,000

Penyediaan Jasa  Pemel iharaan, Biaya  Pemel iharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas  atau Kendaraan Dinas  Jabatan

Samarinda Jumlah kendaraanperorangan dinas  

atau kendaraan dinas  jabatan yang 

dipel ihara  dan bayar pajaknya

13 Unit 100,000,000 Penyediaan Jasa  Pemel iharaan, Biaya  Pemel iharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas  atau Kendaraan Dinas  Jabatan

Samarinda Jumlah kendaraanperorangan dinas  atau 

kendaraan dinas  jabatan yang dipel ihara  

dan bayar pajaknya

13 Unit 100,000,000

Penyediaan Jasa  Pemel iharaan, Biaya  Pemel iharaan, Pa jak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas  Operas ional  atau Lapangan

Samarinda Jumlah kendaraan dinas  operas ional  

atau lapangan yang dipel ihara  dan 

dibayrkan pajak dan perizinannya

2 unit 25,000,000 Penyediaan Jasa  Pemel iharaan, Biaya  Pemel iharaan, Pa jak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas  Operas ional  atau Lapangan

Samarinda Jumlah kendaraan dinas  operas ional  

atau lapangan yang dipel ihara  dan 

dibayrkan pajak dan perizinannya

2 unit 25,000,000

Pemel iharaan Pera latan dan Mes in La innya Samarinda Jumlah pera latan dan mes in la innya 

yang dipel ihara
13 Unit 10,000,000 Pemel iharaan Pera latan dan Mes in La innya Samarinda Jumlah pera latan dan mes in la innya yang 

dipel ihara
13 Unit 10,000,000

Pemel iharaan/Rehabi l i tas i  Gedung Kantor dan Bangunan La innya Samarinda Jumlah gedung kantor dan bangunan 

la innya yang dipel ihara/direhabi l i tas i
1 Unit 50,000,000 Pemel iharaan/Rehabi l i tas i  Gedung Kantor dan Bangunan La innya Samarinda Jumlah gedung kantor dan bangunan 

la innya yang dipel ihara/direhabi l i tas i
1 Unit 50,000,000

Program/Kegiatan

Has i l  Anal is i s  Kebutuhan

Lokas i Program/Kegiatan Lokas i
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No. Indikator Target Pagu Indikati f Indikator Target Kebutuhan Dana Catatan

Kinerja Capaian (Rp.) Kinerja Capaian (Rp.) Penting

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12

2 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Samarinda Capaian Keterwakilan Perempuan di 

perlemen, perempuan sebagai tenaga 

profesional dan sumbangan pendapatan 

perempuan 

68,69 785,924,387 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Samarinda Capaian Keterwakilan Perempuan di 

perlemen, perempuan sebagai tenaga 

profesional dan sumbangan pendapatan 

perempuan 

68,69 785,924,387

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG 3 Dokumen 365,924,387 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG 3 Dokumen 365,924,387

Koordinas i  dan Sinkronisas i  Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Samarinda Jumlah laporan has i l  koordinas i  dan 

s inkronisas i  penyelenggaraan PUG
3 Laporan 150,023,460 Koordinas i  dan Sinkronisas i  Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Samarinda Jumlah laporan has i l  koordinas i  dan 

s inkronisas i  penyelenggaraan PUG
3 Laporan 150,023,460

Advokas i  dan sos ia l i sas i  penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Samarinda Jumlah pemangku kepentingan tingkat  

kabupaten/kota  yang mendapatkan 

advokas i  dan sos ia l i sas i  (lembaga 

pemerintah dan non pemerintah)

40 Lembaga 215,900,927 Advokas i  dan sos ia l i sas i  penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Samarinda Jumlah pemangku kepentingan tingkat  

kabupaten/kota  yang mendapatkan 

advokas i  dan sos ia l i sas i  (lembaga 

pemerintah dan non pemerintah)

40 Lembaga 215,900,927

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,      dan      Ekonomi      

pada      Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan  Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Keterwakilan Perempuan di 

Parlemen, Perempuan sebagai tenaga 

Managerial dan Sumbangan Perempuan 

dalam Pendapatan Kerja

250 orang 420,000,000 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,      dan      Ekonomi      

pada      Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan  Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, 

Perempuan sebagai tenaga Managerial dan 

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan 

Kerja

250 orang 420,000,000

Advokas i  Kebi jakan dan Pendampingan Peningkatan Partis ipas i  Perempuan dan 

Pol i tik, Hukum, Sos ia l  dan Ekonomi

Samarinda Jumlah organisas i  kemasyarakatan/ 

profes i/ dunia  usaha/ media   yg 

diadvokas i  dan didampingi  da lam 

rangka peningkatan partis ipas i  

perempuan di   bidang pol i tik, hukum, 

sos ia l  dan ekonomi

40 Lembaga 150,000,000 Advokas i  Kebi jakan dan Pendampingan Peningkatan Partis ipas i  Perempuan dan 

Pol i tik,Hukum, Sos ia l  dan Ekonomi

Samarinda Jumlah organisas i  kemasyarakatan/ 

profes i/ dunia  usaha/ media   yg 

diadvokas i  dan didampingi  da lam rangka 

peningkatan partis ipas i  perempuan di   

bidang pol i tik, hukum, sos ia l  dan 

ekonomi

40 Lembaga 150,000,000

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial 

dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda jumlah SDM lembaga masyarakat dan 

perempuan yang mendapatkan 

sos ia l i sas i  tentang pemberdayaan 

perempuan bidang pol i tik, hukum, 

sos ia l , ekonomi

200 Orang 135,000,000 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial 

dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda jumlah SDM lembaga masyarakat dan 

perempuan yang mendapatkan 

sos ia l i sas i  tentang pemberdayaan 

perempuan bidang pol i tik, hukum, sos ia l , 

ekonomi

200 Orang 135,000,000

Peningkatan kapas i tas  SDM pemberdayaan perempuan di  bidang pol i tik, atau 

hukum, atau sos ia l , dan atau ekonomi  Kewenangan Kabupaten/Kota  

Samarinda jumlah SDM lembaga masyarakat, 

perempuan potens ia l , perempuan 

penyintas  kekerasan dan atau rentan 

la innya yang mendapatkan bimtek atau 

pelatihan

100 Orang 135,000,000 Peningkatan kapas i tas  SDM pemberdayaan perempuan di  bidang pol i tik, atau 

hukum, atau sos ia l , dan atau ekonomi  Kewenangan Kabupaten/Kota  

Samarinda jumlah SDM lembaga masyarakat, 

perempuan potens ia l , perempuan 

penyintas  kekerasan dan atau rentan 

la innya yang mendapatkan bimtek atau 

pelatihan

100 Orang 135,000,000

Program/Kegiatan

Has i l  Anal is i s  Kebutuhan

Lokas i Program/Kegiatan Lokas i
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No. Indikator Target Pagu Indikati f Indikator Target Kebutuhan Dana Catatan

Kinerja Capaian (Rp.) Kinerja Capaian (Rp.) Penting

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12

3 Program Perlindungan Perempuan Samarinda persentase kekerasan terhadap perempuan 

termasuk TPPO
0,034% 572,334,000 Program Perlindungan Perempuan Samarinda persentase kekerasan terhadap perempuan 

termasuk TPPO
0,034% 572,334,000

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Samarinda Jumlah kasus kekerasan terhadap 

perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
110 kasus 274,136,000 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Samarinda Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 

lingkup daerah kabupaten/kota
110 kasus 274,136,000

Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Samarinda jumlah dokumen has i l  monitoring dan 

evaluas i  pencegahan KtP Kewenangan 

Kabupaten/Kota

2 Laporan 137,068,000 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Samarinda jumlah dokumen has i l  monitoring dan 

evaluas i  pencegahan KtP Kewenangan 

Kabupaten/Kota

2 Laporan 137,068,000

Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil 

kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah pengambi l  kebi jakan dan 

pemangku kepentingan yang 

mendapatkan Advokas i  dan sos ia l i sas i  

pencegahan KtP tingkat provins i , 

masyarakat, serta  Kab/Kota

3 Lembaga 137,068,000 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil 

kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah pengambi l  kebi jakan dan 

pemangku kepentingan yang 

mendapatkan Advokas i  dan sos ia l i sas i  

pencegahan KtP tingkat provins i , 

masyarakat, serta  Kab/Kota

3 Lembaga 137,068,000

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Lembaga yang mengikuti 

Bimbingan Pendampingan Kekerasan 

terhadap Perempuan

2 lembaga 298,198,000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan 

Pendampingan Kekerasan terhadap 

Perempuan

2 lembaga 298,198,000

 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia  Layanan 

Perl indungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda jumlah lembaga penyedia  Layanan 

Perl indungan Perempuan  yang 

mendapatkan pendampingan

60 Orang 137,068,000  Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia  Layanan 

Perl indungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda jumlah lembaga penyedia  Layanan 

Perl indungan Perempuan  yang 

mendapatkan pendampingan

60 Orang 137,068,000

 Peningkatan Kapas i tas  Lembaga Penyedia  Layanan Perl indungan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda jumlah SDM lembaga penyedia   

Layanan Perl indungan Perempuan  yang 

mendapatkan bimtek

70 orang 137,068,000  Peningkatan Kapas i tas  Lembaga Penyedia  Layanan Perl indungan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda jumlah SDM lembaga penyedia   Layanan 

Perl indungan Perempuan  yang 

mendapatkan bimtek

70 orang 137,068,000

Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia  Layanan Perl indungan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah kerjasama antar lembaga 

penyedia  layanan pemberdayaan 

perempuan

1 Dokumen 24,062,000 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia  Layanan Perl indungan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah kerjasama antar lembaga 

penyedia  layanan pemberdayaan 

perempuan

1 Dokumen 24,062,000

Program/Kegiatan

Has i l  Anal is is  Kebutuhan

Lokas i Program/Kegiatan Lokas i
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No. Indikator Target Pagu Indikati f Indikator Target Kebutuhan Dana Catatan

Kinerja Capaian (Rp.) Kinerja Capaian (Rp.) Penting

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12

4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Samarinda persentase perkawinan anak 1,85% 819,545,250 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Samarinda persentase perkawinan anak 1,85% 819,545,250

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga yang 

terstandarisasi

8 Lembaga 145,675,000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah 

kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Keluarga yang 

terstandarisasi

8 Lembaga 145,675,000

Pendampingan Lembaga Penyedia  Layanan Peningkatan Kual i tas  Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Lembaga Penyedia  Layanan 

Peningkatan Kual i tas  Keluarga yang 

mendapatkan pendampingan

3 Lembaga 145,675,000 Pendampingan Lembaga Penyedia  Layanan Peningkatan Kual i tas  Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Lembaga Penyedia  Layanan 

Peningkatan Kual i tas  Keluarga yang 

mendapatkan pendampingan

3 Lembaga 145,675,000

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah 

Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah layanan komprehensif bagi 

keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak 

Anak

300 keluarga 673,870,250 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah 

Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga 

dalam mewujudkan KG dan Hak Anak
300 keluarga 673,870,250

layanan konsultas i  dan konsel ing keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA 

LingkupKabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah keluarga yang mendapatkan 

layanan konsultas i  dan konsel ing 

Lingkup  Kabupaten/Kota

50 Orang 573,870,250 layanan konsultas i  dan konsel ing keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA 

LingkupKabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah keluarga yang mendapatkan 

layanan konsultas i  dan konsel ing 

Lingkup  Kabupaten/Kota

50 Orang 573,870,250

Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup 

Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah keluarga yang mendapatkan 

Layanan bimbingan masyarakat 

Lingkup Kabupaten/Kota

50 Orang 100,000,000 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup 

Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah keluarga yang mendapatkan 

Layanan bimbingan masyarakat Lingkup 

Kabupaten/Kota

50 Orang 100,000,000

5 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Samarinda Jumlah Dokumen Data Pilah Gender 

dan Anak

4 dokumen 327,818,100 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Samarinda Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan 

Anak

4 dokumen 327,818,100

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam 

Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah dokumen data gender dan anak 

kabupaten/kota yang tersedia

4 dokumen 327,818,100 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam 

Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah dokumen data gender dan anak 

kabupaten/kota yang tersedia

4 dokumen 327,818,100

Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak 

Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah Dokumen Data Gender dan 

Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
2 dokumen 327,818,100 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak 

Kabupaten/Kota yang Tersedia
2 dokumen 327,818,100

Program/Kegiatan

Has i l  Anal is is  Kebutuhan

Lokas i Program/Kegiatan Lokas i
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No. Indikator Target Pagu Indikati f Indikator Target Kebutuhan Dana Catatan

Kinerja Capaian (Rp.) Kinerja Capaian (Rp.) Penting

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12

6 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Samarinda Kota Layak Anak 800 s/d 900 1,201,999,700 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Samarinda Kota Layak Anak 800 s/d 900 1,201,999,700

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda Dokumen KLA 7 dokumen 901,999,700 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda Dokumen KLA 7 dokumen 901,999,700

Advokas i  dan sos ia l i sas i  Pelaksanaan Kebi jakan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media  dan Dunia  Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah pemangku kepentingan tingkat  

kabupaten/kota yang mendapatkan 

advokas i  dan sos ia l i sas i  Pelaksanaan 

Kebi jakan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media  dan Dunia  Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

4 Lembaga 130,000,000 Advokas i  dan sos ia l i sas i  Pelaksanaan Kebi jakan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media  dan Dunia  Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah pemangku kepentingan tingkat  

kabupaten/kota yang mendapatkan 

advokas i  dan sos ia l i sas i  Pelaksanaan 

Kebi jakan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media  dan Dunia  Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

4 Lembaga 130,000,000

Bimbingan Teknis  Pelaksanaan Kebi jakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media  dan Dunia  Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Samarinda jumlah SDM OPD kab/kota yang 

mendapatkan bimtek Pelaksanaan 

Kebi jakan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media  dan Dunia  Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

150 Orang 145,636,200 Bimbingan Teknis  Pelaksanaan Kebi jakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media  dan Dunia  Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Samarinda jumlah SDM OPD kab/kota yang 

mendapatkan bimtek Pelaksanaan 

Kebi jakan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media  dan Dunia  Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

150 Orang 145,636,200

Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebi jakan Pemenuhan Hak Anak 

pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media  dan Dunia  Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda jumlah OPD kab/kota yang 

mendapatkan pendampingan 

Pelaksanaan Kebi jakan Pemenuhan 

Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, 

Non Pemerintah, Media  dan Dunia  

Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

4 Lembaga 100,000,000 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebi jakan Pemenuhan Hak Anak 

pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media  dan Dunia  Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan 

pendampingan Pelaksanaan Kebi jakan 

Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media  dan 

Dunia  Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

4 Lembaga 100,000,000

 Monitoring, Eva luas i , dan Pelaporan Pelaksanaan Kebi jakan Pemenuhan Hak 

Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media  dan Dunia  Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda jumlah dokumen has i l  monitoring dan 

evaluas i  Pelaksanaan Kebi jakan 

Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media  

dan Dunia  Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

7 Laporan 526,363,500  Monitoring, Eva luas i , dan Pelaporan Pelaksanaan Kebi jakan Pemenuhan Hak 

Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media  dan Dunia  Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda jumlah dokumen has i l  monitoring dan 

evaluas i  Pelaksanaan Kebi jakan 

Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media  dan 

Dunia  Usaha Kewenangan 

Kabupaten/Kota

7 Laporan 526,363,500

Program/Kegiatan

Has i l  Anal is is  Kebutuhan

Lokas i Program/Kegiatan Lokas i
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No. Indikator Target Pagu Indikati f Indikator Target Kebutuhan Dana Catatan

Kinerja Capaian (Rp.) Kinerja Capaian (Rp.) Penting

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Lembaga Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga Penyedia  

Layanan Peningkatan Kual i tas  Hidup 

Anak

20 lembaga 300,000,000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Lembaga Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga Penyedia  

Layanan Peningkatan Kual i tas  Hidup 

Anak

20 lembaga 300,000,000

Advokas i  dan sos ia l i sas i  penguatan dan pengembangan lembaga penyedia  

layanan Peningkatan Kual i tas  Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah lembaga penyedia  layanan 

Peningkatan Kual i tas  Hidup Anak  

tingkat provins i  yang mendapatkan 

advokas i  dan sos ia l i sas i  (lembaga 

pemerintah dan non pemerintah)

4 Lembaga 200,000,000 Advokas i  dan sos ia l i sas i  penguatan dan pengembangan lembaga penyedia  

layanan Peningkatan Kual i tas  Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah lembaga penyedia  layanan 

Peningkatan Kual i tas  Hidup Anak  tingkat 

provins i  yang mendapatkan advokas i  dan 

sos ia l i sas i  (lembaga pemerintah dan 

non pemerintah)

4 Lembaga 200,000,000

Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia  layanan 

Peningkatan Kual i tas  Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah lembaga penyedia  layanan 

Peningkatan Kual i tas  Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

mendapatkan pendampingan

4 Lembaga 100,000,000 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia  layanan 

Peningkatan Kual i tas  Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah lembaga penyedia  layanan 

Peningkatan Kual i tas  Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

mendapatkan pendampingan

4 Lembaga 100,000,000

Program Perlindungan Perempuan (UPTD) Samarinda persentase kekerasan terhadap perempuan 

termasuk TPPO
0,034% 670,000,000 Program Perlindungan Perempuan (UPTD) Samarinda persentase kekerasan terhadap perempuan 

termasuk TPPO
0,034% 670,000,000

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang 

Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah kasus  perempuan yang dirujuk 

dan menerima rujukan
70 orang 670,000,000 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang 

Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah kasus  perempuan yang dirujuk 

dan menerima rujukan
70 orang 670,000,000

Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi  Perempuan Korban Kekerasan 

Tingkat Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah Perempuan Korban Kekerasan 

yang mendapatkan Layanan  

Pengaduan atau Penjangkauan korban 

Tingkat Kabupaten/Kota

84 orang 335,000,000 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi  Perempuan Korban Kekerasan 

Tingkat Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah Perempuan Korban Kekerasan 

yang mendapatkan Layanan  Pengaduan 

atau Penjangkauan korban Tingkat 

Kabupaten/Kota

84 orang 335,000,000

Layanan pendampingan korban bagi  Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah Perempuan Korban Kekerasan 

yang mendapatkan pendampingan 

korban Tingkat   Kabupaten/Kota

84 orang 335,000,000 Layanan pendampingan korban bagi  Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Samarinda Jumlah Perempuan Korban Kekerasan 

yang mendapatkan pendampingan 

korban Tingkat   Kabupaten/Kota

84 orang 335,000,000

Program/Kegiatan

Has i l  Anal is is  Kebutuhan

Lokas i Program/Kegiatan Lokas i
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No. Indikator Target Pagu Indikati f Indikator Target Kebutuhan Dana Catatan

Kinerja Capaian (Rp.) Kinerja Capaian (Rp.) Penting

1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12

Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD) Samarinda persentase kasus kekerasan terhadap anak 1.60% 265,696,000 Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD) Samarinda persentase kasus kekerasan terhadap anak 1.60% 265,696,000

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang 

Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Anak Yang Mengalami  

Kekerasan
80 anak 265,696,000 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang 

Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Anak Yang Mengalami  Kekerasan 80 anak 265,696,000

 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi  Anak Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Anak Korban Kekerasan yang 

mendapatkan Layanan  Pengaduan 

atau Penjangkauan korban Tingkat 

Kabupaten/Kota

80 Orang 180,000,000  Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi  Anak Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Anak Korban Kekerasan yang 

mendapatkan Layanan  Pengaduan atau 

Penjangkauan korban Tingkat 

Kabupaten/Kota

80 Orang 180,000,000

layanan spes i fik untuk pemul ihan korban bagi  Anak Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Anak Korban Kekerasan yang 

mendapatkan layanan spes i fik untuk 

pemul ihan korban Tingkat  

Kabupaten/Kota

150 orang 85,696,000 layanan spes i fik untuk pemul ihan korban bagi  Anak Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota

Samarinda Jumlah Anak Korban Kekerasan yang 

mendapatkan layanan spes i fik untuk 

pemul ihan korban Tingkat  

Kabupaten/Kota

150 orang 85,696,000

13,344,513,917                 13,344,513,917            

Program/Kegiatan

Has i l  Anal is is  Kebutuhan

Lokas i Program/Kegiatan Lokas i
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2.5    Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda maka 

sejak tahun 2022 Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai 

tupoksi menelaah usulan program dan kegiatan masyarakat melalui 

Musrenbang tingkat Kecamatan telah dipindahkan ke Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu sejak tahun 2022 tidak dilakukan 

telahaan usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.  
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda harus merujuk pada 

sasaran dan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya 

seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan 

terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah. 

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Samarinda dimaksudkan untuk mewujudkan 

sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

Pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar Tingkat 

Pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya 

Pembangunan Daerah. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 ini adalah 

sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, 

tugas pokok dan fungsi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi  dan Misi yang 

telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. 

 Terkait dengan Peraturan Pemerintah tujuan pembangunan 

berkelanjutan (Sustainable Development Goals) PBB, salah satu indikator 

kesejahteraan Negara adalah kesetaraan gender. Negara belum dikatakan 

maju bila perempuan dan anak belum berada di ranah aman. Dalam banyak 

hal perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun 

hambatan utama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Sebaliknya meningkatnya keadilan gender merupakan hal yang secara 
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ekonomi masuk akal. Mengharusutamakan masalah gender ke dalam inisiatif, 

strategi, kebijakan, sasaran dan target pembangunan memerlukan pengertian 

menyeluruh atas konteks dinamika Gender. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Samarinda harus memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan 

RPJMD 2025-2029, dengan mendukung peningkatan pencapaian hasil salah 

satu program unggulan yang digagas oleh Kementerian Perberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Three Ends, Program 3 

End meliputi End Violence Against Woman And Children (akhiri kekerasan 

pada wanita dan anak), End Human Trafficking (akhiri perdagangan 

manusia), End Barriers to Economic Justice (akhiri kesenjangan ekonomi), 

dengan mengadakan sosialiasi, penanganan kasus korban kekerasan 

dengan konseling serta rumah aman. Juga menekankan perlunya peran 

media massa dalam mendukung  isu responsif gender dan memahami 

tentang hak anak.  

Media massa dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengedukasi 

masyarakat dan menjalankan pemberitaan terkait perempuan dan anak yang 

berimbang. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan program 3 end ini 

yaitu : 

1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

 Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat 

 Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan 

pemenuhan hak perempuan dan anak 

 Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah 

 Dukungan yang massif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, 

Lembaga Masyarakat). 

2. Akhiri Perdagangan Manusia 
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 Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan 

dan anak) 

 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

sistem deteksi anti perdagangan manusia 

 Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam 

penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas TPPO 

 Memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai 

3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi 

 Memastikan K/L terkait menjalankan program pelatihan bagi 

perempuan pelaku usaha 

 Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses 

permodalan melalui lembaga keuangan 

 Menyiapkan sistem permodalan alternative bagi perempuan pelaku 

usaha mikro 

 Mengembangkan dukungan dana / sarana alternatif bagi perempuan 

inovator  

Akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan dan 

akses ekonomi yang semakin baik terbukti dengan pencapaian IPG yang 

semakin baik dan meningkat setiap tahun. Berikut dapat dilihat pencapaian 

IPM , IPG dan IDG Kalimantan Timur dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 

 
 
 

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 64 

Tahun 2026  
 

 
 

 

 

Tabel 3.1 

Diagram IPG Tahun 2020-2024 

 
   Sumber : BPS Kota Samarinda 

 

Dilihat capaian IPG Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan 

IPG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa pembentuk 

dari IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata 

lama sekolah, dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari nilai IPG 

tersebut. Namun demikian terjadi pluktuasi kenaikan sebesar 0,48  dari 89,27 

menjadi 89,75 pada tahun 2022, kenaikan 0,32 dari 89,75 menjadi 90,07 

pada tahun 2023 dan kenaikan sebesar 0,29 dari 90,07 menjadi 90,36 pada 

tahun 2024. 
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Tabel 3.2 

Diagram IDG Tahun 2020-2024 

 

Sumber : BPS Kota Samarinda 

Capaian IDG Kota Samarinda cukup baik, pada tahun 2020 hingga 

2024 sudah berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut 

menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota 

Samarinda cukup tinggi. 
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Samarinda 

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah 

menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak. 

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 

juga ditentukan dengan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda  telah menetapkan 1 

(satu) sasaran yang akan dicapai, yaitu; 

1. Memperkuat Pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan 

perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan 

perlindungan khusus anak ; 

 

3.3 Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi dari seketariat dan 4 bidang pada Renja Tahun 2026 terdiri 5 program, 

20 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan adalah : 

 

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada 

Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 
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1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan 

Kabupaten/Kota; 

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, 

dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota. 

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan Di Bidang 

Politik, Atau Hukum, Atau Sosial, Dan Atau Ekonomi Kewenangan 

Kabupaten/Kota. 

 

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota 

1. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO Kepada 

Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan 

Kabupaten/Kota.  

 

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG 

dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

1. Layanan Konsultasi Dan Konseling Keluarga Dalam Mewujudkan KG 

dan PA Lingkup Kabupaten/Kota 

 

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 

Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 

 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan. 

 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1. Penyediaan Jasa  Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 
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4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 

 

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD PPA) 

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan 

Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban 

Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota. 

2. Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Tingkat  Kabupaten/Kota.  

 

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota. 

1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan 

Tingkat Kabupaten/Kota. 
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Tabel 3.3 (T-C 33) 

 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LOKASI
TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF

SUMBER 

DANA

TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2 08 02 2 01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 

Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

2 08 02 2 01 0007 Koordinas i  dan Sinkronisas i  Pelaksanaan PUG 

Kewenangan Kabupaten/Kota  Jumlah laporan has i l  koordinas i  dan s inkronisas i  penyelenggaraan PUG

Kota 

Samarinda

3 Laporan 114,726,997 APBD Kota - 3 Laporan 150,023,460

2 08 02 2 02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan 

Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

2 08 02 2 02 0009 Peningkatan kapas i tas  SDM pemberdayaan perempuan 

di  bidang pol i tik, atau hukum, atau sos ia l , dan atau 

ekonomi  Kewenangan Kabupaten/Kota  

jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potens ia l , perempuan 

penyintas  kekerasan dan atau rentan la innya yang mendapatkan bimtek 

atau pelatihan

Kota  

Samarinda

100 Orang 300,000,000                 APBD Kota - 100 Orang 135,000,000                  

2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

2 08 03 2 01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

2 08 03 2 01 0006 Advokas i  dan sos ia l i sas i  pencegahan KtP dan TPPO 

kepada pengambi l  kebi jakan dan pemangku 

kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah pengambi l  kebi jakan dan pemangku kepentingan yang 

mendapatkan Advokas i  dan sos ia l i sas i  pencegahan KtP tingkat provins i , 

masyarakat, serta  Kab/Kota

Kota  

Samarinda

3 Lembaga 126,750,000 APBD Kota - 3 Lembaga 137,068,000

2 08 03 2 02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan 

Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

2 08 03 2 02 0008  Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi  

Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota  

(UPTD PPA)

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan  

Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota

Kota  

Samarinda

84 orang 60,000,000 APBD Kota - 84 orang 335,000,000

2 08 03 2 02 0009 Layanan pendampingan korban bagi  Perempuan Korban 

Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota   ((UPTD PPA))

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan 

korban Tingkat   Kabupaten/Kota

Kota  

Samarinda

84 orang 200,000,000 APBD Kota - 84 orang 335,000,000

(1)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

 PAGU TAHUN 2026

CATATAN 

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027
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LOKASI
TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF

SUMBER 

DANA

TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

2 08 04 2 03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG 

dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

2 08 04 2 03 0004 Layanan konsultas i  dan konsel ing keluarga  da lam 

Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota

Jumlah keluarga  yang mendapatkan layanan konsultas i  dan konsel ing 

Lingkup  Kabupaten/Kota

Kota  

Samarinda

50 Orang 183,900,000                 APBD Kota - 50 Orang 573,870,250                  

2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

2 08 07 2 03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

2 08 07 2 03 0013 Peningkatan Kapas i tas  lembaga penyedia  layanan bagi  

Anak yang Memerlukan Perl indungan Khusus  Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota i

jumlah SDM lembaga penyedia  layanan bagi  Anak yang Memerlukan 

Perl indungan Khusus  Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  yang mendapatkan 

bimtek

Kota  

Samarinda

100 orang 86,190,000                   APBD Kota - 100 orang 88,909,050

2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (UPTD)

2 08 07 2 02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA)

2 08 07 2 02 0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi  Anak 

Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota  

Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan  Pengaduan 

atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota

Kota  

Samarinda

80 orang 234,060,000                 APBD Kota - 80 orang 180,000,000                  

(1)

KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

 PAGU TAHUN 2026

CATATAN 

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027
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LOKASI
TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF

SUMBER 

DANA

TARGET CAPAIAN 

KINERJA

KEBUTUHAN DANA / 

PAGU INDIKATIF

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 08 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 08 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2 08 01 2 02 0001 Penyediaan Gaji  dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji  dan Tunjangan ASN Kota 

Samarinda

40 orang/bulan 5,844,816,000              APBD Kota - 40 orang/bulan 6,166,697,000

2 08 01 2 02 0002 Penyediaan Adminis tras i  Pelaksanaan Tugas  ASN Jumlah Dokumen Has i l  Penyediaan Adminis tras i  Pelaksanaan Tugas  ASN Kota 

Samarinda

14 Dokumen 376,696,000                 APBD Kota - 14 Dokumen 702,245,000

2 08 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 08 01 2 06 0001 Penyediaan Komponen Insta las i  Li s trik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Insta las i  Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

Kota  

Samarinda

3 paket 10,000,000                   APBD Kota - 3 Paket 6,000,000

2 08 01 2 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kota  

Samarinda

4 paket 20,000,000                   APBD Kota - 4 paket 21,854,540

2 08 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

2 08 01 2 07 0001 Pengadaan  Kendaraan  Perorangan  Dinas   atau 

Kendaraan Dinas  Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas  atau Kendaraan Dinas  Jabatan 

yang Disediakan

Kota  

Samarinda

2 unit 220,800,000                 APBD Kota - 2 unit 500,000,000                  

2 08 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2 08 01 2 08 0002 Penyediaan Jasa  Komunikas i , Sumber Daya Air dan 

Lis trik

Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa   Komunikas i , Sumber Daya Air dan 

Lis trik yang Disediakan

Kota  

Samarinda

 3 laporan 360,000,000              APBD Kota -  3 laporan 10,000,000                 

2 08 01 2 08 0004 Penyediaan Jasa  Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

Kota  

Samarinda

11 Laporan 736,936,032              APBD Kota - 11  Laporan 150,000,000               

2 08 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

2 08 01 2 09 01 Penyediaan Jasa  Pemel iharaan, Biaya  Pemel iharaan, 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas  atau Kendaraan 

Dinas  Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas  atau Kendaraan Dinas  Jabatan 

yang Dipel ihara  dan dibayarkan Pajaknya

Kota  

Samarinda

 13 unit 20,450,000                   APBD Kota -  13 unit 100,000,000                  

2 08 01 2 09 02 Penyediaan Jasa  Pemel iharaan, Biaya  Pemel iharaan, 

Pa jak dan Perizinan Kendaraan Dinas  Operas ional  atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas  Operas ional  atau Lapangan yang Dipel ihara  

dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Kota  

Samarinda

 2 unit 56,000,000                   APBD Kota -  2 unit 25,000,000                    

2 08 01 2 09 06 Pemel iharaan Pera latan dan Mes in La innya Jumlah Pera latan dan Mes in La innya yang Dipel ihara Kota  

Samarinda

 33 unit 25,000,000                   APBD Kota -  33 unit 10,000,000                    

2 08 01 2 09 09 Pemel iharaan/Rehabi l i tas i  Gedung Kantor  dan 

Bangunan La innya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan La innya yang Dipel ihara  / 

Direhabi l i tas i

Kota  

Samarinda

 1 unit 55,000,000                   APBD Kota -  1 unit 50,000,000                    

Tota l 9,031,325,029           9,676,667,300            

(1)

KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

 PAGU TAHUN 2026

CATATAN 

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2026 

 

4.1 Program Dan Kegiatan 

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi dari seketariat dan 4 bidang pada rencana kinerja tahun 2026 terdiri 5 

program, 12 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 

 
 
 

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 74 

Tahun 2026  
 

 
 

 

 

 

 

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9,031,325,029.00 9,942,293,050.00

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 

YANG TIDAK BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR

8,537,265,029.00 8,826,597,050.00

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK

8,537,265,029.00 8,826,597,050.00

1. 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Nilai Hasil Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) 

Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan 

M asyarakat (IKM )

- 78,00 Nilai

93,00 Nilai

7,725,698,032.00 - 7,741,796,540.00

[ Meningkatnya kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

perangkat daerah ]

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM)

Nilai Hasil Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) 

Perangkat Daerah

82

97

76

91.15

77

92

78

93

7,725,698,032.00 - - - - - - 7,741,796,540.00 -

2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Jumlah Laporan yang dibuat 

dibagi jumlah laporan yang 

direncanakan dibuat dikali 100

Persentase Laporan Keuangan 

Perangkat Daerah Yang 

Disusun dan Dilaporkan 

Secara Tepat Waktu

- Orang Perse 

undefined 

Persen

6,221,512,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

Pegaw ai DP2PA Kota 

Samarinda

- 6,868,942,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

NO KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2024

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET RENJA 

OPD TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK 

SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 

2027
PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.08.01.2.02.0001

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

40

Orang/bulan

5,844,816,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

Pegaw ai DP2PA Kota 

Samarinda

6,166,697,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.02.0002

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

14  Dokumen 376,696,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

Pegaw ai DP2PA Kota 

Samarinda

702,245,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Persentase Kegiatan 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah Yang Terpenuhi

- undefined 

Persen

30,000,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- - 27,854,540.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.06.0001

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

3 Paket 10,000,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- 6,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.06.0005

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan

4 Paket 20,000,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- 21,854,540.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

NO KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2024

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET RENJA 

OPD TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK 

SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 

2027
PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Tingkat Pemenuhan Barang 

Milik Daerah Penunjang

- undefined 

Persen

220,800,000.00 Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

Sarana Prasarana 

DP2PA

- 500,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.07.0001

Jumlah Unit Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Disediakan

2 Unit 220,800,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

Sarana Prasarana 

DP2PA

500,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Jasa Penunjang 

Yang Terpenuhi Sesuai SOP

- undefined 

Persen

1,096,936,032.00 Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- - 160,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.08.0002

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

3  Laporan 360,000,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- 10,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.08.0004

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan

11 Laporan 736,936,032.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- 150,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dalam 

Kondisi Baik

- undefined 

persen

156,450,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformasi 

pelayanan publik

Sarana Prasarana 

DP2PA

- 185,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

NO KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2024

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET RENJA 

OPD TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK 

SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 

2027
PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.08.01.2.09.0001

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

13  Unit 20,450,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

Sarana Prasarana 

DP2PA

100,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.09.0002

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

2 Unit 56,000,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

Sarana Prasarana 

DP2PA

25,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.09.0006

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

33 Unit 25,000,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

Sarana Prasarana 

DP2PA

10,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.01.2.09.0009

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 55,000,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkuat pembangunan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

Sarana Prasarana 

DP2PA

50,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2. 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN 

GENDER DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

Persentase Anggaran 

Responsif Gender (ARG) 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) 

Perempuan

- 11,5 %

50,05 %

414,726,997.00 - 285,023,460.00

[ Meningkatnya kualitas dan 

efektivitas penyelenggaraan 

PUG dan peran perempuan  

dalam pembangunan ]

Persentase Anggaran 

Responsif Gender (ARG)

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) 

Perempuan

14

51

49.69

9.00

10.50

49.71

11.5

50.05

414,726,997.00 - - - - - - 285,023,460.00 -

2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada Lembaga 

Pemerintah Kew enangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Pelembagaan PUG

- 3 Dokumen 114,726,997.00 Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

OPD, Lembaga 

Kemasyarakatan

- 150,023,460.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.02.2.01.0007

Jumlah laporan hasil 

koordinasi dan sinkronisasi 

penyelenggaraan PUG

3 Laporan 114,726,997.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD), PAJAK 

BAHAN BAKAR 

KENDARAAN 

BERMOTOR 

(PBBKB)

Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

OPD, Lembaga 

Kemasyarakatan

150,023,460.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

NO KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2024

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET RENJA 

OPD TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK 

SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 

2027
PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kew enangan Kabupaten/Kota
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang 

Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 

pada Organisasi Kemasyarakatan 

Kew enangan Kabupaten/Kota

Jumlah Keterwakilan 

Perempuan di Parlemen, 

Perempuan sebagai tenaga 

Managerial dan Sumbangan 

Perempuan dalam Pendapatan 

Kerja

- 250 Orang 300,000,000.00 Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- - 135,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.02.2.02.0009

jumlah SDM lembaga 

masyarakat, perempuan 

potensial, perempuan 

penyintas kekerasan dan atau 

rentan lainnya yang 

mendapatkan bimtek atau 

pelatihan

100 Orang 300,000,000.00 Semua Kota/Kab, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- 135,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

3. 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Persentase Perempuan 

Korban Kekerasan dan 

TPPO Yang M endapatkan 

Layanan Komprehensif

- 91.11 % 126,750,000.00 - 137,068,000.00

[ Menurunnya kekerasan 

terhadap perempuan ]

Persentase Perempuan 

Korban Kekerasan dan 

TPPO yang Mendapatkan 

Layanan Komprehensif

100.00 68.69 84.21 91.11 126,750,000.00 - - - - - - 137,068,000.00 -

2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah kasus kekerasan 

terhadap perempuan lingkup 

daerah kabupaten/kota

- 90 Kasus 126,750,000.00 Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

Masyarakat - 137,068,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.03.2.01.0006

Jumlah pengambil kebijakan 

dan pemangku kepentingan 

yang mendapatkan Advokasi 

dan sosialisasi pencegahan 

KtP tingkat provinsi, 

masyarakat, serta Kab/Kota

3 Lembaga 126,750,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

Masyarakat 137,068,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

NO KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2024

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET RENJA 

OPD TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK 

SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 

2027
PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kew enangan Kabupaten/Kota

PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan  di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kew enangan Kabupaten/Kota
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN 

KUALITAS KELUARGA

Pembelajaran Keluarga 

(Puspaga) Yang 

Berperspektif Gender dan 

Hak Anak Sesuai Standar

- 5 Layanan 183,900,000.00 - 573,800,000.00

[ Meningkatnya kualitas 

keluarga dalam mendukung 

kesetaraan gender, 

pemenuhan hak, serta 

perlindungan perempuan dan 

anak ]

Pembelajaran Keluarga 

(Puspaga) yang 

Berperspektif Gender dan 

Hak Anak Sesuai Standar

8 5 5 5 183,900,000.00 - - - - - - 573,800,000.00 -

2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga 

dalam Mew ujudkan KG dan Hak 

Anak yang Wilayah Kerjanya dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah layanan komprehensif 

bagi keluarga dalam 

mewujudkan KG dan Hak Anak

- 350 keluarga 183,900,000.00 Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

1. Memban gun Sektor 

Pendidikan

1. Mew ujud kan Sumber Daya 

Manusia (SDM)

Samarinda yang unggul, 

berbudaya, dan berdaya saing

masyarakat - 573,800,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.04.2.03.0004

Jumlah keluarga yang 

mendapatkan layanan 

konsultasi dan konseling 

Lingkup  Kabupaten/Kota

350 Orang 183,900,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

1. Memban gun Sektor 

Pendidikan

1. Mew ujud kan Sumber Daya 

Manusia (SDM)

Samarinda yang unggul, 

berbudaya, dan berdaya saing

masyarakat 573,800,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

7. 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK

Indeks Perlindungan 

Khusus Anak (IPKA) 

Persentase Anak 

M emerlukan Perlindungan 

Khusus Yang M endapatkan 

Layanan Komprehensif

- 82,53 Indeks

89,47 %

86,190,000.00 - 88,909,050.00

[ Meningkatnya pencegahan 

dan penanganan tindak 

kekerasan, eksploitasi, 

penelantaran, perkawinan dan 

perlakuan salah lainnya 

terhadap anak ]

Persentase Anak 

Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Mendapatkan 

Layanan Komprehensif

100.00 69.57 88.24 89.47 86,190,000.00 - - - - - - 88,909,050.00 -

2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga Penyedia Layanan bagi 

Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Layanan 

Anak yang Mendapatkan 

Pelatihan

- 2 Lembaga 86,190,000.00 Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

1. Mew ujud kan Sumber Daya 

Manusia (SDM)

Samarinda yang unggul, 

berbudaya, dan berdaya saing

Masyarakat, OPD, 

Stakeholder

- 88,909,050.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

2.08.07.2.03.0013

jumlah SDM lembaga 

penyedia layanan bagi Anak 

yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota yang 

mendapatkan bimtek

80 Orang 86,190,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

1. Mew ujud kan Sumber Daya 

Manusia (SDM)

Samarinda yang unggul, 

berbudaya, dan berdaya saing

Masyarakat, OPD, 

Stakeholder

88,909,050.00 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

SAMARINDA

NO KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2024

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET RENJA 

OPD TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK 

SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 

2027
PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mew ujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

494,060,000.00 1,115,696,000.00

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 

YANG TIDAK BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR

494,060,000.00 1,115,696,000.00

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK

494,060,000.00 1,115,696,000.00

1. 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN

Persentase Perempuan 

Korban Kekerasan dan 

TPPO Yang M endapatkan 

Layanan Komprehensif

- 91.11 % 260,000,000.00 - 670,000,000.00

[ Menurunnya kekerasan 

terhadap perempuan ]

Persentase Perempuan 

Korban Kekerasan dan 

TPPO yang Mendapatkan 

Layanan Komprehensif

100 68.69 84.21 91.11 260,000,000.00 - - - - - - 670,000,000.00 -

2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan 

Lanjutan bagi Perempuan Korban 

Kekerasan yang Memerlukan 

Koordinasi Kew enangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan Korban 

Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota yang 

Mendapatkan Layanan 

Pengaduan

- 70  Orang 260,000,000.00 Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- - 670,000,000.00 UPTD PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK

2.08.03.2.02.0008

Jumlah Perempuan Korban 

Kekerasan yang mendapatkan 

Layanan Pengaduan atau 

Penjangkauan korban Tingkat 

Kabupaten/Kota

84 orang 60,000,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- 335,000,000.00 UPTD PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK

2.08.03.2.02.0009

Jumlah Perempuan Korban 

Kekerasan yang mendapatkan 

pendampingan korban Tingkat 

Kabupaten/Kota

84 orang 200,000,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- 335,000,000.00 UPTD PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK

NO KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2024

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET RENJA 

OPD TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK 

SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 

2027
PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Layanan  Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2. 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK

Indeks Perlindungan 

Khusus Anak (IPKA) 

Persentase Anak 

M emerlukan Perlindungan 

Khusus Yang M endapatkan 

Layanan Komprehensif

- 82,53 Indeks

89,47 %

234,060,000.00 - 445,696,000.00

[ Meningkatnya pencegahan 

dan penanganan tindak 

kekerasan, eksploitasi, 

penelantaran, perkawinan dan 

perlakuan salah lainnya 

terhadap anak ]

Indeks Perlindungan 

Khusus Anak (IPKA)

Persentase Anak 

Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Mendapatkan 

Layanan Komprehensif

100

88.00

69.57

79.79

81.16

88.24

82.53

89.47

234,060,000.00 - - - - - - 445,696,000.00 -

2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak 

yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Memerlukan 

Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Anak Yang Mengalami 

Kekerasan

- 80 Anak 234,060,000.00 Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- - 265,696,000.00 UPTD PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK

2.08.07.2.02.0008

Jumlah Anak Korban 

Kekerasan yang mendapatkan 

Layanan Pengaduan atau 

Penjangkauan korban Tingkat 

Kabupaten/Kota

80 Orang 234,060,000.00 Kota Samarinda, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

Memperkua t pembangu nan sumber daya 

manusia (SDM),

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran pere mpuan, pemuda 

(generasi milenial dan generasi Z), dan pen 

yandang disabilitas.

7. Peningka tan tata kelola pem 

erintahan daerah yang 

profesional dan akuntabel untuk 

mendukung transformas i 

pelayanan publik

- 180,000,000.00 UPTD PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK

9,031,325,029.00

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

NO KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2024

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET RENJA 

OPD TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK 

SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 

2027
PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

Layanan  Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak  Korban Kekerasan Tingkat  Kabupaten/Kota

J U M L A H
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Samarinda Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari 

perubahan RPJMD Kota Samarinda dan Renstra Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029. Dalam dokumen ini 

memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu 

tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Samarinda, selama  tahun 2026 telah tercermin 

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana 

Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Samarinda tahun 2026 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas 

pelaksanaan Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi 

selama satu tahun anggaran serta merupakan implementasi tentang RENJA 

di tahun berikutnya. 

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini, telah dapat 

menggambarkan segala upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Visi 

dan Misi yang telah ditetapkan. Namun masih dibutuhkan kerja keras dari 

semua pihak dengan melakukan langkah-langkah perbaikan dan 

penyempurnaan pada tahun mendatang, baik dari segi perencanaan maupun 

pelaksanaannya dengan terus menerus melakukan evaluasi, monitoring dan 

inovasi sehingga dapat tercipta kinerja yang lebih baik. 

 


